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ABSTRAK 
AMIRULLAH UMAR, Nomor Pokok E121 11 901, Program Studi 
Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, menyusun skripsi dengan 
judul : “ANALISIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU DI 
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN 
MODAL (BP2TPM) DI KABUPATEN PINRANG” di bawah bimbingan 
Dr.H. A. Samsu Alam, M.Si dan A. Lukman Irwan, M.Si. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pelayanan 
perizinan serta untuk memahami dan mengidentifikasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi sistem pelayanan perizinan di Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) di Kabupaten Pinrang. Tipe 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan dasar penelitian studi 
kasus. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, yaitu 
pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung 
terhadap objek penelitian, wawancara dimana peneliti secara langsung 
mengadakan tanya jawab dengan informan dan studi kepustakaan 
dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, 
undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan 
masalah yang diteliti. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pelayanan perizinan di 
Kabupaten Pinrang telah mengalami perbaikan kearah yang lebih positif 
terlihat dari mekanisme pelayanan perizinan yang lebih sederhana 
diterapkan di BP2TPM, masyarakat merasa tidak ada lagi kebingungan 
dan kerumitan dengan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan. Selain 
itu, dengan adanya implementasi standar pelayanan Mempan No. 63 
Tahun 2003 di BP2TPM Kabupaten Pinrang yang meliputi : 
kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, 
tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, 
kedisiplinan, keramahan dan kesopanan, serta kenyamanan, telah 
memberikan jaminan kepada masyarakat atas izin yangmereka butuhkan 
serta meringankan masyarakat untuk memperoleh izin atas bangunan 
maupun izin untuk usahanya. Namun, dalam penyelenggaraan sistem 
pelayanan terpadu satu pintu di BP2TPM Kabupaten Pinrang, terdapat 
banyak faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan 
pelayanan perizinan. Adapun faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan 
pelayanan perizinan yaitu kebijakan pemerintah, kualitas sumber daya 
manusia, dan partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor-faktor yang 
menghambat pelayanan perizinan yaitu perbedaan persepsi antara 
penyelenggara pelayanan perizinan dengan dinas-dinas terkait, kualitas 
aparat pelayanan perizinan serta sarana dan prasarana.  
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ABSTRACT 
AMIRULLAH UMAR, Primary number of the E121 11 901, Public 
Administration Program, Department of Political Science Administration, 
Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, writing his 
thesis with the title: "ANALYSIS OF ONE DOOR LICENSING SERVICE 
SYSTEM IN SERVICES BUREAU OF INTEGRATED LICENSING AND 
INVESTMENT (SBILI) IN THE DISTRICT OF PINRANG"under the 
guidance of Dr.H. A. SamsuAlam, M.Si.andA. LukmanIrwan, M.Sc. 
 
This study aims to determine the licensing service system as well as 
to understand and identify the factors that affect the service system of 
licensing in Services Bureau of Integrated Licensing and Investment 
(SBILI) in the district of Pinrang. The type of research which is used in this 
study is descriptive type which based on case study. The techniques of 
data collection is using observation, that is the collection of data by 
conducting direct observation of the object of research, interviews conduct 
by where researchers directly ask questions to the informant, and the 
literature study conduct by reading books, magazines, newspapers, 
documents, legislation and other media of information that has to do with 
the problems examined. 
 
The results showed that the system of licensing services in Pinrang 
has improved towards more positive way that can be seen by the simpler 
mechanism of licensing services applied in SBILI, people feel that there is 
no more confusion and complexity to follow the mechanism that has been 
set. Additionally, with the implementation of effective service standard No. 
63 2003 in BP2TPM Pinrang which include: simplicity, clarity, certainty of 
time, accuracy, security, responsibility, completeness of facilities and 
infrastructure, ease of access, discipline, friendliness and courtesy, as well 
as comfort, has given assurance to the public on its permit need and 
relieve the people to obtain permits for construction and permits for 
business. However, the implementation of one-door integrated service 
system bySBILIin Pinrang, there are many factors that support or hamper 
the implementation of licensing services. The factors that support the 
implementation of licensing service are government policy, the quality of 
human resources, and participation of the society. While the factors that 
hamper the licensing service that is a difference of perception between the 
providers of service licensing with related offices, personnel quality of 
licensing services, and facilities. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Sejak reformasi bergulir di tanah air Indonesia, berbagai aspek 
kehidupan bangsa juga mengalami perubahan yang begitu besar 
mulai dari system tatananan kenagaraan hingga ke hal yang paling 
kecil dan mendasara. Reformasi sebagai suatu system pemerintahan 
Indonesia yang disuarakan saat itu dituntut sebagai sebuah system 
yang dapat mengakomidir seluruh tuntunan masyarakat yang semakin 
cerdas melihat dinamika bangsa, namun disaat yang bersamaan 
animo masyarakat terhadap sistem pemerintahan Indonesia 
mengalami masa yang paling sulit disatu sisi cita-cita kebangsaan 
yang tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar berintegrasi 
dengan fenomena kebangsaan yang ada sehingga animo perubahan 
terhadap system pemerintahan Indonesia semakin baik pasca 
reformasi. 
Salah satu hal yang menjadi pusat perhatian di era reformasi 
adalah sikap dan perilaku aparat pemerintahan yang ada pada 
birokrasi,mereka di tuntut untuk lebih professional dan lebih 
transparan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tanpa 
mencederai system yang berlaku demi tercapainya tujuan bersama 
sebagaimana yang telah termaktup dalam pembukaan undang-
undang dasar 1945. Tujuan bersama ini hanya kana bisa dilakukan 
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jika semua elemen menempatkan posisinya sebagai pekerja 
professional di bidangnya dengan memberikan pelayanan yang prima 
mengingat bahwa salah satu faktor yang bisa menunjang tercapainya 
tujuan bersama adalah adanya kepercayaan yang terbangun di 
masing-masing elemen dengan sama-sama memberikan pelayanan 
yang baik. 
Pada dasarnya system pemerintahan yang ada di Indonesia 
meletakan pelayana sebagai dasar membangun hubungan birokrasi 
antara Negara dengan masyarakat yang mereka letakan dalam 
system pemerintahan. Pelayanan sebagai jembatan tercapainya 
tujuan bersama sudah pasti harus mendapatkan perhatian khusus 
demi tercapainya cita-cita bangsa. Untuk itu birokrasi publick dituntut 
menjadi lebih professional dalam menjalankan tugasnya dan lebih 
bertanggung jawab mengingat pelayana publik merupakan salah satu 
perwujudan dari fungsi Negara yang terjemahkan dalam sikap dan 
perilaku aparat birokrasi. Dengan konsep seperti ini maka diharap 
adanya hubungan timbal balik yang terjadi antara masyarakat dengan 
pemerintah demi terwujudnya kesejahteraan bersama. 
Setidaknya Negara dalam mewujudkan pelayanan prima dalam 
kesejahteraan masyarakat harus memenuhi empat kriteria seperti 
yang dikemukakan oleh Luthfi J. Kurniawan “Suatu negara dapat 
digolongkan sebagai negara sejahtera manakala telah memenuhi 
empat pilar utama, yaitu: social citizenship, full democrasy, modern 
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industrial relation system, dan right to education and the expansion of 
modern mass education system”.1 
Empat pilar yang dimaksud adalah kewarganegaraan sosial, 
demokrasi secara menyeluruh, sistem perindustrian yang modern, hak 
atas pendidikan dan perluasan sistem pendidikan masyarakat 
modern. Empat pilar tersebut akan berjalan dengan baik hanya jika 
diikuti oleh kebijakan sosial yang mampu melindungi hak-hak sosial 
rakyatnya, bukan hanya menyangkut distribusi kesejahteraan oleh 
negara untuk rakyatnya, tetapi jauh lebih penting dari hal itu adalah 
untuk membangun relasi sosial dalam bermasyarakat dan berbangsa. 
Pada dasarnya pelayanan publik adalah pemberian pelayanan 
kepada mashyarakat atas kebutuhan masyarakat secara kualitas dan 
kuantitas dalam kehidupan Negara atau system pemerintahaan. 
Pemerintah sebagai alat kelengkepan Negara wajib memberikan 
pemenuhan atas setiap kebutuhan masyarakat hal ini sangat 
diperlukan mengingat bahwa salah satu indicator keberhasilan dalam 
system pemerintahan yang dilakukan oleh para aparat birokrasi 
adalah adanya kepuasaan masyarakat atas pelayanan yang mereka 
peroleh, ini merupakan suatu titik ukur kebersahilan pelayanan dalam 
pelaksanaan birokrasi pemerintahaan. 
Pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis 
karena perbaikan pelayanan publik di Indonesia cenderung “berjalan 
                                                 
1 Luthfi J. Kurniawan, Wajah  Buram Pelayan Publik, Malang Corruption Wacth (MCW) 
Malang dan Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi (YAPPIKA) Jakarta 2007, Hmn. 39 
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di tempat” sedangkan implikasinya sangatlah luas dalam kehidupan 
ekonomi, politik, sosial budaya dan lain-lain. Dalam kehidupan 
ekonomi, perbaikan pelayanan publik dapat memperbaiki iklim 
investasi yang sangat diperlukan bangsa ini agar bisa segera keluar 
dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Buruknya pelayanan publik 
di Indonesia sering menjadi variabel yang dominan mempengaruhi 
penurunan investasi yang berakibat pada pemutusan hubungan kerja. 
Sayangnya, perbaikan-perbaikan pelayanan publik yang dilakukan 
tidaklah berjalan linier dengan reformasi yang dilakukan dalam 
berbagai sektor sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan 
dapat menolong bangsa ini keluar dari berbagai krisis ekonomi belum 
terwujud, padahal pelayanan publik sering menjadi tolak ukur 
keberhasilan pemerintah. 
Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman penyelenggaraan 
pelayanan, masyarakat berhak mendapatkan kemudahan dalam 
setiap kegiatan pelayanan yang terjadi di birokrsi. Bahwa Negara 
melindungi segenap warga Negara terwujud dalam penjaminan 
pelayanan yang prima dan professional. 
Sebagai penyempurnaan Undang-undang No 32 tahun 2004 
yang mengisyaratkan adanya prinsip pemberian otonomi yang luas, 
nyata, dan bertanggung jawab, UU Nomor 12 Tahun 2008 
menyatakan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi 
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kewenangan pemerintah daerah adalah pelayanan, baik itu pelayanan 
pertanahan, pelayanan kependudukan dan catatan sipil, pelayanan 
administrasi umum dan pemerintahan, dan pelayanan administrasi 
penanaman modal. 
Kondisi masyarakat yang semakin hari mengalami perubahan 
dan perkembangan menuntut adanya perubahan yang juga terjadi 
pada system pemerintahan yang berlangsung, seperti halnya 
pemberian pelayanan yang tepat guna dan tepat sasaran. 
Dinamika kehidupan yang padat inilah yang kemudian harus 
direspon oleh pemerintah dengan melakukan penyusaian di berbagai 
seketor pelayanan seperti yang dilakukan oleh pemerintah Pinrang 
yang tertuang dalam perda no 24 tahun 2011 tentang Organisasi dan 
tata kerja badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal 
kabupaten pinrang sebagai wujud untuk menjawab kebutuhan 
masyarakat kekinian. 
Perda yang tertuang dalam Organisasi dan tata kerja badan 
pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal kabupaten 
pinrang merupakan satu upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten 
Pinrang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam 
pelayanan birokrasi seperti yang telah disebutkan sebelumnya oleh 
Luthfi J. Kurniawan,2 
Perwujudan yang kemudian direalisasikan oleh pemerintah 
                                                 
2Ibid, Hlm. 47 
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Pinrang bukan sekedar hanya pada peraturan daerah tapi upaya 
dalam pemberian pelayanan juga diwujudkan dengan membentuk 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
(BP2TPM) yang berdiri dalam lingkup Pusat Pelayanan Publik 
Kabupaten Pinrang untuk memenuhi kebutuhan daerah dan 
menjalankan kewajiban yang tertuang dalam peraturan yang 
mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, 
dengan harapan keberadaannya mampu memotivasi dan mendorong 
masyarakat lokal maupun luar untuk turut serta memaksimalkan 
potensi yang di miliki Kabupaten Pinrang. Asumsi yang kemudian 
berkembang dengan adanya badan ini adalah peningkatan kualiatas 
pelayanan perijinan sebagai jawaban dari kebutuhan masyarakat yang 
semakin hari semakin meningkat secara signifikan. Hal ini kemudian 
terbukti sejak dimulainya pelayanan perijinan di Tahun 2012, 
Kabupaten Pinrang telah mendapatkan beberapa penghargaan di 
sektor pelayanan publik khususnya pelayanan perijinan satu pintu. 
Melihat beberapa penjelasan dan fenomena yang terjadi di 
pemerintahan Kabupaten Pinrang khususnya tentang Pelayanan 
perijinan membuat saya tertarik untuk melakukan penelusuran secara 
mendalam. Hal inilah yang kemudian menurut saya patut untuk 
dijadikan sebagai satu fokus kajian yang saya wujudkan dalam 
rencana penelitian dengan judul “Analisis Sistem Pelayanan 
Perizinan Satu Pintu DiBadan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
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Penanaman Modal (BP2TPM) di Kabupaten Pinrang”. 
1.2 Rumusan Masalah 
Sehubungan dengan hal diatas,penulis melihat bahwa yang 
menjadi rumusan masalah untuk penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana sistem pelayanan perizinan di Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) di Kabupaten 
Pinrang? 
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan 
perizinan terpadu di Kabupaten Pinrang? 
1.3 Tujuan Penelitian  
Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan 
penelitianini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pelayanan perizinan di 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
(BP2TPM) di Kabupaten Pinrang.  
2. Untuk memahami dan mengidentifikasi faktor-faktor apa yang 
mempengaruhisistem pelayanan perizinan di Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penannaman Modal (BP2TPM) di 
Kabupaten Pinrang. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Manfaat Teoritis, sebagai bahan kemajuan ilmu, khususnya kajian 
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Ilmu Pemerintahan yang berkaitan dengan pengawasan pemerintah 
terhadap pendidikan di Indonesia dalam memberikan kontribusi 
sebagai pengembangan ilmu pemerintahan.  
2. Manfaat Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
bahan evaluasi bagi pemerintah untuk meningkatkan sistem 
pelayanan khususnya di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal (BP2TPM) Kabupaten Pinrang. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
Tinjauan  pustaka  merupakan  panduan  penulisan  dalam  aspek 
konseptual-teoritis. Pada bagian ini akan dipaparkan berbagai konsepteori 
yang dijadikan sebagai alat analisis terhadap masalah yang diangkat 
dalam skripsi ini. 
2.1 Definisi Analisis 
 
Analisis bisa di artikan sebagai kajian yang dilaksanakan 
terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut 
secara mendalam. Sedangkan pada kegiatan laboratorium, kata 
analisa atau analisis dapat juga berarti kegiatan yang dilakukan di 
laboratorium untuk memeriksa kandungan suatu zat dalam cuplikan. 
Sedangkan dalam kamus besar Ekonomi Pengertian Analisis yaitu 
melakukan evaluasi terhadap kondisi dari pos-pos atau ayat-ayat yang 
berkaitan dengan akuntansi dan alasan-alasan yang memungkinkan 
tentang perbedaan yang muncul. 
Menurut Wiradi Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah 
kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk 
digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu 
kemudian dicari kaitannya dan ditaksir maknanya. 
Menurut Komaruddin Analisis adalah kegiatan berfikir untuk 
menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat 
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mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan 
fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. 
Analisa sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu 
system informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya 
dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi 
permasalahan-permasalahan, kesempatan kesempatan, hambatan-
hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan 
sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya.  
Menurut Mc Leod Analisa Sistem adalah Suatu studi dari sistem 
yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem yang baru 
atau memperbaiki kekurangan dari sistem yang telah ada. Sedangkan 
menurut Yourdan Analisa Sistem adalah Suatu kegiatan 
mentransformasikan dua masukan utama, yaitu kebijaksanaan 
pemakai dan anggaran proyek kedalam spesifikasi yang terstruktur. 
Kegiatan tersebut melibatkan alat dan model diagram aliran data, 
diagram antar entitas dan komunikasi data. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa Analisa Sistem Secara Umum adalah 
Memandang, Pengamatan dan menyimpulkan konsep sistem 
berdasarkan Sistem Informasi secara fisik dan konseptual. 
Langkah-langkah analisa sistem 
Langkah-langkah dalam tahap analisa sistem hampir sama 
dengan yang akan langkah-langkah yang dilakukan dalam 
mendefinisikan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan di 
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tahap perencanaan sistem. Perbedaannya terletak pada ruang-lingkup 
tugasnya. Di analisa sistem, ruang lingkup tugasnya adalah lebih 
terinci. Di analisa sistem ini, penelitian yang dilakukan oleh analis 
sistem adalah penelitian terinci, sedang di perencanaan sistem 
sifatnya hanya penelitian pendahuluan. 
Di dalam tahap analisa sistem terdapat langkah-langkah dasar 
yang harus dilakukan oleh analis sistem, sebagai berikut: 
1. Identify, yaitu mengidentifikasikan masalah 
2. Understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada 
3. Analyze, menganalisis sistem 
4. Report, yaitu membuat laporan hasil analisis 
2.2 Defenisi Pelayanan  
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa 
pelayanan sebagai usaha untuk melayani kebutuhan orang lain. 
Sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa 
yang diperlukan seseorang. 
Pelayanan pada dasarnya adalah cara melayani, membantu, 
menyikapi, mengurus, menyelesaikan keperluan kebutuhan 
seseorang atau sekelompok orang, dan menyangkut pemenuhan 
suatu hak. 
Menurut Kotler dalam Sampara Lukman, Pelayanan adalah 
setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau 
kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat 
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pada suatu produk secara fisik.3 
Menurut Gonross “Pelayanan adalah suatu aktifitas yang bersifat 
tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat 
adanya interaksi antar konsumen dan karyawan atau hal-hal lain yang 
disediakan oleh perusahaan pemberi layanan yang dimaksudkan 
untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan”.4 
Pengertian yang lebih luas lagi di sampaikan oleh Sarlito 
Wirawaiz bahwa, pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian 
kegiatan, karenanya itu merupakan serangkaian proses. Sebagai 
proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, 
meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat.5 
Lebih tegas lagi H.A.S Moenir mengemukakan pandangannya 
mengenai pengertian pelayanan, yaitu pelayanan adalah setiap 
kegiatan yang di lakukan oleh pihak lain yang ditujukan guna 
memenuhi kepentingan orang banyak. Pelayanan ini sifatnya tidak 
selalu kolektif, sebab melayani kepentingan perorangan asal 
kepentingan itu masih termasuk dalam rangka pemenuhan hak dan 
kebutuhan bersama telah diatur, termasuk dalam pengertian 
pelayanan.6 
                                                 
3  Sampara Lukman, Manajemen Kualitas Pelayanan, STIA-LAN Press, Jakarta, 2000, 
Hlm. 8 
4 Ratminto dan Winarsih Atik Septi, Manajemen Pelayanan, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 
2005, Hlm. 2   
5 Melita Intan, Electronic Government Dalam Pelayanan Perizinan Di Kota Makassar, 
2014 
6 H.A.S Moenir, Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia, PT Bima Aksara, Jakarta, 
1982, Hlm. 12 
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Lebih lanjut H.A.S Moenir menyatakan bahwa timbulnya 
pelayanan kepada seseorang karena ada faktor penyebab yang 
bersifat mendasar. Faktor yang dimaksud yaitu: 
 
1. Adanya rasa cinta dan kasih sayang, manusia di ciptakan 
lengkap dengan perasaan saling mencintai, saling mengasihi, 
dan saling menyayangi. Perasaan inilah yang menyebabkan 
orang rela berkorban demi orang lain.  
 
2. Adanya keyakinan untuk saling tolong-menolong sesamanya, 
tolong-menolong sesamanya dalam segala dimensinya juga 
menyertai kehidupan manusia di dunia sehingga ia tidak dapat 
memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Halini 
merupakan salah satu bentuk pelayanan. 
3. Adanya keyakinan bahwa berbuat baik kepada orang lain adalah 
bentuk amal saleh, salah satu ciri khusus yang membedakan 
manusia dengan makhluk lainnya di dunia ini adalah adanya 
sifat untuk berbuat baik terhadap sesamanya.  
 
Hal ini merupakan bentuk lain dari pelayanan. 
 
Ketiga faktor ideal tersebut menimbulkan pelayanan kepada 
setiap manusia di sekitar atau di lingkungannya. Sedangkan faktor 
lain yang menyebabkan timbulnya pelayanan adalah faktor material 
yang lebih menekankan pada aktifitas layanan organisasi, dimana 
dalam hal ini melayani keperluan orang atau masyarakat yang 
mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai yang ditetapkan 
dalam organisasi tersebut. 
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Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia berusaha baik 
melalui aktifitas sendiri maupun aktifitas orang lain secara tidak 
langsung. Terjadinya aktifitas dari orang lain adalah suatu proses 
pelayanan yang melibatkan dua unsur atau kelompok orang yang 
saling membutuhkan. Untuk terjadinya proses pelayanan yang lebih 
berkualitas sebelumnya terdapat kesepakatan dan aturan main yang 
dijadikan acuan dalam melakukan pelayanan. 
2.2.1 Pelayanan Publik  
 
Dari penjelasan mengenai timbulnya pelayanan, dan pelayanan 
sebagai proses maka selanjutnya akan di terangkan mengenai 
pengertian pelayanan publik dari berbagai ahli. Pelayanan ialah 
proses pemenuhan kebutuhan yang langsung melalui aktifitas orang 
lain. Proses dalam pengertian ini terbatas pada kegiatan manajemen 
dalam rangka tujuan organisasi, jadi pelayanan di sini adalah 
pelayanan dalam rangkaian organisasi manajemen. 
 
Publik berasal dari bahasa inggris public yang berarti umum, 
masyarakat, atau orang banyak. Frederickson menjelaskan konsep 
publik dalam lima perspektif,7 yaitu: (1) Publik sebagai kelompok 
kepentingan, yaitu publik dilihat sebagai manifestasi dari interaksi 
kelompok yang melahirkan kepentingan masyarakat, (2) Publik 
sebagai pemilih yang rasional, yaitu masyarakat terdiri atas individu-
individu yang berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan 
                                                 
7http://karuniapranata.tumblr.com/Di Akses Pada Tanggal 05 Januari 2015 
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sendiri, (3) Publik sebagai perwakilan kepentingan masyarakat, yaitu 
kepentingan publik diwakili melalui suara, (4) Publik sebagai 
konsumen, yaitu konsumen yang sebenarnya tidak terdiri dari individu-
individu yang tidak berhubungan satu sama lain, namun dalam jumlah 
yang cukup besar mereka menimbulkan tuntutan pelayanan birokrasi, 
karena itu posisinya juga dianggap sebagai publik, dan (5) Publik 
sebagai warga Negara, yaitu warga Negara dianggap sebagai publik 
karena partisipasi masyarakat dalam seluruh proses penyelenggaraan 
pemerintahan dipandang sebagai sesuatu yang paling penting. 
Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik, ditegaskan dalam Pasal 1 butir 1 : “Pelayanan 
publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 
barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang dielenggarakan 
oleh penyelenggara pelayanan publik”. 
Inu  dan  kawan-kawan  dalam  Sinambela,  mendefinisikan  
publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, 
perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik 
berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa memiliki.8 
Pelayanan public adalah berbagai kegiatan yang bertujuan 
                                                 
8Lijan Poltak Sinanbela, Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, Dan 
Implementasi, Bina Aksara, Jakarta, 2006, Hlm. 5  
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memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa.9 
Menurut John   Wilson   yang   dikutip   oleh   Hanif   Nurcholis 
mengemukkan bahwa  pelayanan Publik berhubungan dengan 
pelayanan yang  masuk  kategori  sektor  publik,  bukan  sektor  privat.  
Pelayanan tersebut  dilakukan  oleh  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  
Daerah,  dan BUMN  atau  BUMD.  Ketiga  komponen  yang  
menangani  sektor  public tersebut  menyediakan  layanan  publik,  
seperti  kesehatan,  pendidikan, keamanan  dan  ketertiban,  bantuan  
sosial,  dan  penyiaran.10 
Defenisi  pelayanan  publik  untuk  kegiatan  operasional  
masihdidasarkan  pada  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  
Aparatur  Negara 
Nomor 63/KEP/M.PAN/7.2003, yaitu: 
“Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi 
Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di Lingkungan Badan 
UsahaMilik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam 
bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan masyarakat, maupun dalam rangka pelaksanaan 
ketentuan perundang-undangan”.11 
 
Sedangkan lebih lanjut Departemen Dalam Negeri (2004) 
menyebutkan “pelayanan publik adalah pelayanan umum”, kemudian 
mendefenisikan “pelayanan umum sebagai suatu proses bantuan 
kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan 
                                                 
9 S. Pramudji, Ekologi Administrasi Negara. Bina Aksara, Jakarta 1983, Hlm. 67 
10 Hanif Nurcholis, Teori&Praktik Pmrintahan Dan Otda, Grasindo, Jakarta, 2005, Hlm. 
175 
11 Pengertian Pelayanan Publik Untuk Kegiatan Operasional Berdasrkan Keputusan 
Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7.2003 
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kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan 
keberhasilan. Setiappelayanan menghasilkan produk, baik berupa 
barang dan jasa”. 
Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 
 
“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan 
penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif 
yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. 
 
Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik yaitu : 
 
1) Pertama adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan 
yaitu Pemerintah Daerah;  
 
2) Unsur kedua adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang 
atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan;  
 
3) Unsur ketiga, adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima 
oleh penerima layanan (pelanggan).12 
 
Beberapa pendapat lain mengenai pelayanan publik di 
antaranya;Lebih lanjut H.A.S Moenir menyatakan, pelayanan umum 
adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok 
orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan 
metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang 
lain sesuai dengan haknya.13 
 
Pemenuhan kebutuhan publik dirumuskan dalam konsep 
                                                 
12 Pengertian Pelayanan Publik Bedasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik 
13 H.A.S Moenir, Op,Cit., Hlm. 26 
18 
 
 
 
layanan publik dimana para administrator didalamnya melakukan 
kegiatan yang diembannya adalah berorientasi pada pemenuhan 
layanan publik. Layanan dalam paradigma baru adalah layanan publik 
baru yaitu layanan yang didasarkan pada pertimbangan humanisme 
organisasional.Pertimbangan yang mendasarkan pada nilai-nilai dan 
ajaran-ajaran kemanusiaan seperti nilai keterbukaan. Nilai 
kebersamaan dan sejumlah nilai kemanusiaan lainnya.Dengan 
demikian layanan publik yang berlangsung dalam hubungan 
kemanusiaan adalah dilandasi pada humanisme. 
 
Dikemukakan oleh N.E. Long, S.Krislov, serta K. J. Meierdalam 
teori constitouten mengatakan bahwa layanan publik merupakan 
bentuk perwakilan terhadap publik dan bukan kepada pejabat yang 
terpilih.Dengan adanya kalangan ahli yang bekerja didalam layanan 
ini, serta efek dari keadilan peluang kerja dan program-programnya, 
layanan publik merupakan cerminan dari publik itu sendiri.14 
 
Secara umum, penyediaan pelayanan publik dituntut untuk 
mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dengan cepat, tepat 
dan murah, namun ini merupakan suatu hal yang tidak mudah 
dilakukan.Fungsi pelayanan yang dijalankan oleh pemerintah saat ini 
sesungguhnya. 
Sebagaimana dikatakan Rasyidadalah untuk melayani 
masyarakat. Hal ini berarti pelayanan merupakan sesuatu yang terkait 
dengan peran dan fungsi pemerintah yang harus dijalankannya.Peran 
                                                 
14 AliFaried, Studi Kebijakan Pemerintah, Refika Aditama, Bandung, 2012, Hlm. 23 
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dan fungsinya itu dimaksudkan selain untuk melindungi juga 
memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara luas guna 
mewujudkan kesejahteraan rakyat.15 
 
David Osborne dan Ted berpendapat bahwa, mengupayakan 
peningkatan publik oleh birokrasi pemerintah yaitu dengan memberi 
wewenang kepada swasta lebih banyak berpartisipasi, karena mereka 
menyadari pemerintah itu milik rakyat bukan rakyat milik kekuasaan 
pemerintah.16 
 
Selanjutnya dikatakan bahwa dalam rangka memperbaiki sistem 
untuk mewujudkan masyarakat lebih baik maka David Osborne dan 
Ted Gaebler menyimpulkan prinsip-prinsip yang mereka anggap 
sebagai keputusan model baru yaitu:17 
 
1. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan tidak perlu harus selalu 
menjadi pelaksana dalam berbagai urusan pemerintahan tetapi 
cukup sebagai penggerak.  
 
2. Sebagai badan yang dimiliki masyarakat luas, pemerintah bukan 
hanya senantiasa melayani publik tetapi juga memberdayakan 
segenap lapisan secara optimal.  
 
3. Sebagai  pemilik  wewenang  untuk  mengkompetensikan  
berbagai lapisan,pemerintah   hendaknya   tetap   menyuntikkan   
idepembangunan tetapi dalam misinya ini tetap diberi kebebasan 
                                                 
15 Muhammad Ryaas Rasyid , Birokrasi Pemerintahan & Politik Orde Baru : Kajian Awal, 
Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Jakarta, 1997, Hlm. 11 
16Henny Oktavianti, Repositioning Birokrasidantantanganpemerintahdaerah Dalam 
Pembangunan Ekonomi Di Era Otonomi Daerah, Skripsi, 2012, Hlm. 36 
17Ibid, Hlm. 40 
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berkarya kepada berbagai lapisan tersebut agar hasil dan 
berbagai masukan dapat ditampung, dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan bersama. Dengan demikian berbagai pihak bukan 
hanya sekedar menghabiskan anggaran tetapi menemukan 
pertumbuhan kembangnya. 
 
4. Pemerintah sebagai pembangkit partisipasi seluruh lapisan 
masyarakat juga mampu melihat dan mengantisipasi keadaan 
dalam arti lebih baik mencegah akan terjadinya berbagai 
kemungkinan kendala daripada menanggulangi di kemudian 
hari.  
 
5. Dengan kewenangannya, pemerintah yang terdesentralisasi 
mampu menyerahkan sebagian urusan pemerintahannya, 
sehingga kekakuan aturan dari pemerintah pusat yang lebih atas 
dapat berganti mengikut sertakan daerah-daerah, dimana 
diharapkan terbentuk tim kerja yang optimal dan potensial.  
 
6. Pemerintah sudah waktunya berorientasi pasar, dimana 
kecenderungannya penyelewengan dan korupsi relatif kecil 
sehingga untuk itu diperluksn perubahan aturan agar lebih efektif 
dan efisien melalui pengendalian mekanisme pasar itu sendiri.  
 
Agar penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat berjalan dengan 
baikmaka tiap-tiap unit pelayanan haruslah membuat standar 
pelayanan yang menjelaskan tentang prosedur pelayanan, waktu 
penyelesaian,biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan 
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prasarana serta kompetensi petugas. 
Bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh organisasi 
pemerintah mau pun swasta pada dasarnya mempunyai tiga bentuk 
layanan antara lain; layanan lisan, layanan tulisan, dan layanan 
dengan perbuatan.18 
 
1. Layanan Lisan  
Layanan dengan lisan dilakukan oleh pegawai pada bidang 
hubungan masyarakat, bidang informasi dan bidang – bidang lain 
yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada 
siapapun yang memerlukan. Agar layanan lisan berhasil sesuai 
dengan yang diharapkan, ada syarat – syarat yang harus dipenuhi 
oleh pelaku layanan : 
 Memahami masalah –masalah yang termasuk dalam bidang 
tugasnya.  
 Mampu memberikan penjelasan apa yang perlu dengan 
lancar, singkat dan jelas.  
 Bertingkah laku sopan dan ramah tamah. 
 Memiliki kedisiplinan.  
2. Layanan Tulisan  
Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang 
paling menonjol dalam pelaksanaan tugas, tidak hanya dari segi 
jumlah tetapi juga dari segi peranannya. Pada dasarnya layanan 
                                                 
18H.A.S Moenir, Op,Cit.,Hlm. 190-195 
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melalui tulisan cukup efisien terutama bagi layanan jarak jauh 
karena faktor biaya.Layanan tulisan terbagi atas dua bagian yaitu : 
1. Layanan berupa petunjuk, informasi dan yang sejenisnya 
ditujukan pada orang–orang yang berkepentingan agar 
memudahkan mereka dalam berurusan dengan instansi.  
2. Layanan berupa berkas tertulis atas permohonan, laporan, 
keluhan, pemberian dan pemberitahuan.  
 
3. Layanan Perbuatan  
 
Layanan bentuk perbuatan sering terkombinasi dengan 
layanan lisan, hal ini disebabkan karena hubungan lisan paling 
banyak dilakukan dalam hubungan pelayanan secara umum, 
namun fokusnya pada perbuatan itu sendiri yang ditunggu oleh 
orang berkepentingan.Jadi tujuan utama orang yang 
berkepentingan adalah mendapatkan pelayanan dalam bentuk 
perbuatan atau hasil perbuatan, bukan sekedar penjelasan dan 
kesanggupan secara lisan. 
Pada dasarnya karakteristik pelayanan publik yang 
diselenggarakan pemerintah (LAN, 2006:4) adalah sebagai berikut: 
a. Memiliki dasar hukum yang jelas dalam 
penyelenggaraannya.Memiliki kelompok kepentingan yang 
luas termasuk kelompok sasaran yang ingin dilayani. 
b. Memiliki tujuan sosial.  
c. Dituntut untuk akuntabel kepada publik.  
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d. Memiliki konfigurasi indikator kinerja yang perlu kelugasan, 
serta.  
e. Seringkali menjadi sasaran isu politik.  
Pelayanan publik ini menyangkut peran pemerintah sebagai 
pengatur melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan termasuk 
penegakan kebijakan-kebijakan tersebut.Peran ini memang 
sesungguhnya esensi dari peran pemerintah sebagai pengelola 
kehidupan bermasyarakat.Kebijakan yang menciptakan iklim yang 
kondusif bagi investasi merupakan salah satu bentuk pelayanan 
publik yang baik. 
 
2.2.2 Prinsip-Prinsip Pelayanan  
 
Cris Skelcher mengungkapkan tujuh prinsip dalam pelayanan 
kepada masyarakat, yaitu;19 (1).Standar, yaitu adanya kejelasan 
secara eksplisit mengenai tingkat pelayanan di dalamnya termasuk 
pegawai dalam melayani masyarakat, (2), Openness, yaitu 
menjelaskan bagaimana pelayanan masyarakat dilaksanakan, berapa 
biayanya, dan apakah suatu pelayanan sudah sesuai dengan standar 
yang ditentukan.(3). Information, yaitu informasi yang menyeluruh dan 
mudah dimengerti tentang suatu pelayanan, (4). Choice, yaitu 
memberikan konsultasi dan pilihan kepada masyarakat sepanjang 
diperlukan, (5).Non Discrimination, yaitu pelayanan diberikan tanpa 
membedakan ras dan jenis kelamin, (6).Accessbility, pemberian   
pelayanan   harus   mampu   menyenangkan pelanggan atau 
                                                 
19 Cris Skelcher, Managing for Service Quality, Longman Group, U.K 1992 
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memberikan kepuasan kepada pelanggan, (7).Redress, adanya 
sistem publikasi yang baik dan prosedur penyampaian komplain yang 
mudah. 
Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7.200320 dinyatakan bahwa ada 10 
prinsip-prinsip pelayanan publik terdiri dari : 
 
1. Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur/tata cara 
pelayanan diselenggarakan secara mudah dan cepat. Tidak 
berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan.  
2. Kejelasan, dalam arti adanya kejelasan mengenai:  
a. Persyaratan pelayanan teknis dan administrasi pelayanan 
publik 
b. Rincian biaya atau tarif pelayanan umum dan tata cara 
pembayarannya.  
3. Kepastian waktu, dalam arti pelaksanaan pelayanan dapat 
diselesaikan dalam kurunwaktu yang telah ditentukan  
4. Akurasi; produk layanan diterima dengan benar, tepat dan sah.  
5. Keamanan; dalam hal keamanan berarti mulai proses sampai 
produk layanan publik memberikan rasa aman dan kepastian 
hukum. Hasil produk layanan memenuhi kualitas teknis (aman) 
dan dilengkapi dengan jaminan pelayanan secara administratif 
(pencatatan, dokumentasi, dan tagihan).  
                                                 
20 Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik Berdasrakan Keputusan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7.2003 
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6. Tanggungjawab; pimpinan penyelenggara pelayanan publik 
atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas 
penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian persoalan yang 
timbul. 
7. Kelengkapan sarana dan prasarana; tersedia sarana dan 
prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang 
memadai termasuk penyediaan sarana teknologi 
telekomunikasi dan informatika.  
8. Kemudahan akses; tempat, lokasi dan sarana pelayanan yang 
memadai, mudah dijangkau dan dapat memanfaatkan teknologi 
telekomunikasi dan informatika.  
9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan; pemberi layanan 
harus bersikap disiplin, santun, serta ikhlas.  
10. Kenyamanan; lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, 
nyaman, bersih, rapi, serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas 
pendukung pelayanan.  
2.3 Sistem Pelayanan Terpadu 
Sistem pelayanan ini menyelenggarakan perizinan dan non 
perizinan, yang pengelolaanya dilakukan terpadu dalam satu tempat. 
Pelayanan ini pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan 
birokrasi penyelenggaraan pelayanan dalam bentuk pemangkasan 
tahapan dan prosedur lintas instasi maupun dalam instam instansi 
yangbersangkutan, pemangkasan pembiayaan, pengurangan jumlah 
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persyaratan,pengurangan jumlah paraf dan tanda tangan yang 
diperlukan, dan pengurangan waktupemrosesan. 
Dengan dilaksankannya sistem ini, maka telah terjadi perubahan 
paradigmdalam penyelenggaraan pelayanan publik, hal ini dapat 
dilihat dalampenyelenggaraannya, sebagai berikut:  
a. Tujuan hakiki adalah peningkatan kualitas pelayanan  
b. Reinventing Government. Proses transformasi sektor publik ini 
didasari prinsip- prinsip: 
1) Pemerintah pengatur dan pengendali, bukan pelaksana  
2) Pemerintah mendorong iklim kompetisi dalam member 
pelayanan 
3) Sebaiknya lebih beroreintasi pada hasil 
4) Melayani masyarakat secara optimal, bukan masyarakt yang 
melayani birokrasi  
5) Melimpahkan tugasnya kepada partisipasi masyarakat dan 
kerja tim 
6) Berorientasi kepada pasar, mengurangi hambatan birokrasi, 
dan meningkatkan daya saing.  
c. Banishing Bureaucracy (memangkas birokrasi) dengan 
ditetapkannya lima  strategi: 
1) Strategi inti, pendekatan pada kejelasan tujuan, peran dan 
arahan  
2) Strategi Konsekuensi, pendekatan pada penilaian kinerja 
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3) Strategi Pelanggan, pendekatan pada pilihan pelanggan, 
kompetensi dan kualitas  
4) Strategi kekuatan, pendekatan pada pemberdayan, dan 
partisipasi masyarakat 
5) Strategi Kultur, pendekatan pada nilai, kebiasaan, visi dan 
nurani.  
Dengan adanya konsep kebijakan pelayanan terpadu atap, 
konsep ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah sebagai 
implementasi kebijakan-kebijakanpemerintah yang terkait dengan 
peningkatan pelayanan, yang terdiridari beberapa aspek antara lain: 
1. Wewenang dan Penandatanganan 
2. Koordinasi  
3. Mekanisme dan Prosedur Pelayanan 
4. Pengawasan 
5. Standar Pelayanan Prima  
6. Lokasi dan Model Pelayanan 
7. Kelembagaan 
8. Target PAD  
9. Status Kepegawaian 
2.4 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
(BP2TPM) Kabupaten Pinrang 
Layanan terpadu merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata 
kelola pemerintahan yang baik.Dari hal ini prinsip transparansi, 
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akuntabilitas, dan keadilan merupakan hal hal yang ingin ditonjolkan 
dalam pelaksanaannya.Sebagai sebuah lembaga yang bersinggungan 
langsung dengan masyarakat kebutuhan sumber daya manusia yang 
memiliki kompetensi dan integritas tinggi serta mampu merespons 
permintaan masyarakat secara cepat, tepat dan akurat merupakan 
keniscayaan. 
 
Ditinjau dari produk yang disediakan.Menurut Surat Keputusan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Pubik, 
“Pelayanan terpaduadalah pelayanan berbagai jenis jasa yang 
dibutuhkan masyarakat yang diselenggarakan dalam satu tempat 
pelayanan”.Selanjutnya, pelayanan terpadu ini terbagi atas: 
1. Pelayanan terpadu satu atap, yaitu pola pelayanan yang 
diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis 
pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses, dan 
dilayani melalui beberapa pintu;  
2. Pelayanan terpadu satu pintu, yaitu pola pelayanan yang 
diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis 
pelayanan yang memiliki keterkaitan proses, dan di layani 
melalui satu pintu;  
3. Gugus Tugas, yaitu yaitu pola pelayanan yang diselenggarakan 
oleh petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam 
bentuk gugus tugas, yang ditempatkan pada suatu lembaga dan 
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lokasi pelayanan tertentu.  
 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik, sistem pelayanan terpadu diselenggarakan dengan 
tujuan:21 
 
a. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada 
Masyarakat; 
b. Mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;  
c. Memperpendek proses pelayanan;  
d. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, 
transparan, pasti, dan terjangkau; dan  
e. Memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat untuk 
memperoleh pelayanan. 
Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 
2006 tentang pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu sebagai penjabaran Inpres No. 3 tahun 2006 tentang Paket 
Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, merupakan bagian dari upaya 
mencapai kualitas pelayanan publik dan memberikan akses yang 
lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh layanan publik. 
Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu merupakan kegiatan 
penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses 
pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap 
                                                 
21Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang 
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
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terbitnya dokumen yang di lakukan pada satu tempat. 
Secara lebih spesifik lagi,layanan terpadu satu pintu ini adalah 
sebagai upaya pemerintah untuk: 
 
1. Penyederhanaan Pelayanan, yaitu upaya penyingkatan terhadap 
waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan.  
2. Perbaikan iklim investasi dengan mendorong perkembangan 
usaha mikro, kecil dan menengah melalui penyederhanaan 
pelayanan. 
3. Mengupayakan pemberantasan KKN di ruang lingkup pelayanan 
publik,yang selama ini masih menjadi penghalang untuk 
perbaikan kualitas pelayanan publik di Negara ini.  
 
Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006, 
Bupati/Walikota wajib melakukan penyederhanaan layanan meliputi: 
a. pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan 
dilakukan oleh PPTSP;  
b. Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi 
standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah;  
c. Kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang 
telah ditetapkan dalam peraturan daerah;  
d. Kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui 
setiap tahapan proses pemberian perizinan dan non perizinan 
sesuai dengan urutan prosedurnya;  
e. Mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang 
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sama untuk dua atau lebih permohonan perizinan;  
f. Pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 
(UMKM) yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan 
peraturan yang berlaku; dan  
g. Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi 
dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan.  
2.4.1 Defenisi Perizinan  
Dalam pengertian umum berdasarkan Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, izin diartikan sebagai pernyataan mengabulkan 
(tidakmelarang, dsb); persetujuan membolehkan. Sedangkan 
perizinan diartikansebagai  hal  pemberian  izin;  pemberian  
pernyataan  mengabulkan  ataupersetujuan membolehkan. 
Menurut Syahran Basah; 
“Izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu 
yang mengaplikasikan peraturan dalam hal kongkrit berdasarkan 
persyaratan prosedur sebagaimana di tetapkan oleh ketentuan 
peraturan perundang-undangan”. 
 
Berdasarakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 
2006 pasal 1; 
Ayat (8), izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah 
daerah berdasrakan peraturan daerah atau peraturan lainnya 
yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau 
diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan 
usaha atau kegiatan tertentu. 
 
Ayat (9), perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang 
atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin 
maupun daftar usaha.Perizinan adalah salah satu bentuk 
pelaksanaan fungsi pengaturandan bersifat pengendalian yang 
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dimiliki oleh pemerintah terhadapkegiatanyang dilakukan oleh 
masyarakat. 
 
2.4.2 Asas Pelayanan Publik 
a) Transparansi adalah bersifat terbuka,mudah dan dapat 
diakses semua pihak yang membutuhkan dan disediakan 
secara memadai dan mudah dimengerti. 
b) Akuntabilitas dapat diperrtanggung jawabkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
c) Kondisional,sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi 
dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada 
prinsip efesiensi dan efektifitas 
d) Partisipatif,mendorong peran serta masyarakat dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan 
aspirasi kebutuhan dan harapan masyarakat. 
e) Kesamaan hak,tidak diskrimintaif dalam arti tidak 
membedakan suku,ras,agama,golongan,gender dan status 
ekonomi. 
f) Keseimbangan hak dan kewajiban,pemberi dan penerima 
pelayanan publik,harus memenuhi hak dan kewajiban masing-
masing pihak. 
2.4.3 Pola Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
a) Fungsional,pola pelayanan publik diberikan oleh 
penyelenggara pelayanan,sesuai dengan tugas,fungsi dan 
kewenangannya 
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b) Terpusat,pola pelayanan publik diberikan secara tuggal oleh 
penyelenggara pelayanan berdasarkan pelimpahan 
wewenangan dan penyelanggara pelayanan terkait lainnya 
bersangkutan. 
c) Terpadu 
I. terpadu satu atap,pola pelayanan terpadu satu atap 
diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi 
berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai 
keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu 
terhadap jenis pelayanan yang sudah dekat dengan 
masyarakat tidak perlu disatu atapkan 
II. terpadu satu pintu,pola pelayanan terpadu satu pintu 
diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai 
jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan 
dilayanai melalui satu pintu. 
d) Gugus tugas,petugas pelayanan publik secara perorangan 
atau dalam bentuk gugus tugas ditempatkan pada instansi 
memberi pelayanan dan dilokasi pemberian layanan tertentu. 
2.4.4 Kelompok Pelayanan Publik 
a. Kelompok pelayanan administrasi yaitu pelayanan yang 
menghasilkan status kewernegaraan, sertifikat kompetensi, 
kepemilikan atau pengusaan terhadap suatu barang atau 
sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain KTP, akte 
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pernikahan, akte kelahiran, akte kematian, BPKB, surat ijin 
mengumudi, STNK, IMB pasport, sertifikat kemepilikan, 
penguasaan tanah dan sebagainya 
b. Kelompok pelayanan barang yaitu pelayanan yang 
menghasilkan berbagai bentuk atau jenis brang yang 
digunakan atau publik, misalnya, jaringan telepon, penyediaan 
tenaga listrik, air bersih dan sebagainya. 
c. Kelompok pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan 
berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, mislanya 
pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan 
transportasi, pos dan sebagainya. 
2.4.5 Standar pelayanan berdasarkan Mempan No. 63 Tahun 2003 
 
1. Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur/tata cara 
pelayanan diselenggarakan secara mudah dan cepat. Tidak 
berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan.  
2. Kejelasan, dalam arti adanya kejelasan mengenai:  
a. Persyaratan pelayanan teknis dan administrasi pelayanan 
publik 
b. Rincian biaya atau tarif pelayanan umum dan tata cara 
pembayarannya.  
3. Kepastian waktu, dalam arti pelaksanaan pelayanan dapat 
diselesaikan dalam kurunwaktu yang telah ditentukan  
4. Akurasi; produk layanan diterima dengan benar, tepat dan 
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sah.  
5. Keamanan; dalam hal keamanan berarti mulai proses sampai 
produk layanan publik memberikan rasa aman dan kepastian 
hukum. Hasil produk layanan memenuhi kualitas teknis 
(aman) dan dilengkapi dengan jaminan pelayanan secara 
administratif (pencatatan, dokumentasi, dan tagihan).  
6. Tanggungjawab; pimpinan penyelenggara pelayanan publik 
atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas 
penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian persoalan 
yang timbul. 
7. Kelengkapan sarana dan prasarana; tersedia sarana dan 
prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang 
memadai termasuk penyediaan sarana teknologi 
telekomunikasi dan informatika.  
8. Kemudahan akses; tempat, lokasi dan sarana pelayanan yang 
memadai, mudah dijangkau dan dapat memanfaatkan 
teknologi telekomunikasi dan informatika.  
9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan; pemberi layanan 
harus bersikap disiplin, santun, serta ikhlas.  
10. Kenyamanan; lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, 
nyaman, bersih, rapi, serta dilengkapi dengan berbagai 
fasilitas pendukung pelayanan.  
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2.4.6 Standar Pelayanan Publik 
a. Prosedur pelayanan, proedur pelayanan yang dibukukan 
bagi pemberi dan penerima, pelayanan  termasuk 
pengaduan. 
b. Waktu penyelesaian, ditetapkan sejak saat pengajuan 
permohonan smpai dengan penyelesaiaan pelayanan 
termasuk pengaduan. 
c. Biaya pelayanan, termasuk rinciannya yang ditetapkan 
dalam proses pemberian pelayanan. 
d. Produk pelayanan, haisl pelayanan yang akn diterima sesuai 
dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 
e. Sarana dan prasanara, penyediaan sarana dan prasarana 
pelayanan yang memeadai oleh penyelenggaran publik. 
f. Kompetensi petugas pemberi pelayan, harus ditetapkan 
dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, 
keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. 
Alur pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal 
(BP2TPM) Kabupaten Pinrang : 
1. Pemohon mendatangi bagian informasi untuk memperoleh 
informasi seputar izin yang akan di butuhkan beserta syarat-
syaratnya; 
2. Bagian informasi memberikan formulir pendaftaran untuk 
diisi oleh pemohon;  
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3. Pemohon mengajukan formulir pendaftaran dan berkas 
permohonan di loket pendaftaran; 
4. Pegawai di loket pendaftaran menerima dan memeriksa 
kelengkapan berkas permohonan, berkas yang lengkap 
akan diregistrasi dan selamjutnya pemberian nomor register 
dan tanda terima sedangkan berkas yang tidak lengkap akan 
dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. 
5. Loket Pelayanan (Seksi Administrasi Pelayanan dan 
Perencanaan Perizinan) akan mengadakan validasi 
dokumen berkas, jika dinyatakan valid maka dijadwalkan 
untuk mengadakan rapat dan peninjauan lapangan Tim 
Teknis. 
6. Sub Bagian Tata Usaha membuat surat tugas peninjauan 
lapangan. 
7. Tim Teknis mengadakan peninjauan lokasi dengan membuat 
Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL) dan 
mengadakan Rapat Tim Teknis, apabila : 
a) Dinyatakan layak, maka diproses lebih lanjut yang 
dituangkan dalam rekomendasi Tim Teknis. 
b) Dinyatakan tidak layak, maka berkas permohonan 
dikembalikan disertai surat alasan yang diketahui oleh 
Tim Teknis. 
8. Tim teknis menyerahkan Rekomendasi beserta lampirannya 
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berupa BAPL, SKRD dan SSRD di Loket Pelayanan untuk 
diproses lebih lanjut. 
9. Selanjutnya Loket Pelayanan melakukan input data dan 
pencetakan naskah surat izin. 
10.  Kepala Sub Bagian Tata Usaha melakukan koreksi dan 
paraf Surat Izin. 
11. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal melakukan penandatanganan surat izin.  
12. Pemohon melakukan pembayaran Retribusi di Loket Bank 
Sulsel berdasarkan surat ketetapan retribusi daerah dari tim 
teknis.  
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2.4.7 Kerangka Konsep 
Untuk lebih jelas,berikut akan digambarkan alur penelitian 
dalam kerangka konsep. 
Kerangka Konsep 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelayanan perizinan terpadu satu pintu 
(Berdasarkan Perda No. 24 Tahun 2011 tentang 
Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal 
Kabupaten Pinrang) 
 
 
Faktor Pendukung dan Penghambat 
Faktor Pendukung 
1. Kebijakan Pemerintah/Aturan tentang 
Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 
Pintu 
2. Kualitas Sumber Daya Manusia 
3. Partisipasi Masyarakat 
 
Faktor Penghambat 
1. Perbedaan Persepsi Antara Penyelenggar 
Pelayanan Perizinan Terpadu dengan SKPD 
Terkait 
2. Kuantitas Aparat Pelayanan Perizinan 
3. Sarana dan Prasarana 
Pelayanan Menpan No.63 Tahun 2003 : 
1. Kesederhanaan 
2. Kejelasan 
3. Kepastian waktu. 
4. Akurasi 
5. Keamanan 
6. Tanggung jawab 
7. Kelengkapan sarana dan prasarana. 
8. Kemudahan Akses 
9. Kedisiplinan kesopanan,dan keramahan. 
10.  kenyamanan 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Dalam menulis penelitian ini penulis menggunakan metode dan 
teknik penelitian sebagai berikut : 
3.1 Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pinrang yaitu di Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) 
Kabupaten Pinrang. 
3.2 Dasar danTipe Penelitian 
3.2.1 Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan yakni deskriptif, yaitu suatu 
penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran serta 
memahami dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan perizinan 
di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
di Kabupaten Pinrang dengan mendasarkan pada hasil 
observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. 
3.2.2 Dasar Penelitian 
Dasar penelitian ini adalah studi kasus yang memfokuskan 
masalah pada pengurusan dokumen perizinan untuk Izin Usaha 
Perdagangan (SIUP) di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang. 
3.3 Sumber Data  
a. Data Primer, data yang di peroleh dari:  
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- Hasil observasi visual, dilakukan untuk mengetahui bagaimana 
kondisi keberadaan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal kabupaten Pinrang.  
- Hasil wawancara, dilakukan pada responden dari sisi pengambil 
keputusan (kepalabadan), pelaksana kegiatan, dan pengguna 
layanan (masyarakat) sesuai dengan kebutuhan penelitian. 
Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah memperoleh, 
menganalisis efektivitas dari keberadaan Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang.  
b. Data Sekunder, data yang di peroleh dari dokumen-dokumen, 
catatan-catatan, laporan-laporan, maupun arsip-arsip resmi yang di 
peroleh dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal (BP2TPM) atau instansi terkait.  
3.4 Teknik Pengumpulan Data  
a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan 
pengamatan langsung terhadap objek penelitian.  
b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti secara 
langsung mengadakan tanya jawab dengan narasumber. 
c. Studi kepustakaan (library research), yaitu dengan membaca buku, 
majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan 
media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang 
diteliti. 
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3.5 Informan Penelitian 
Informan adalah orang-orang yang betul-betul paham atau 
pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. 
Informan dalam penelitian ini di pilih karena paling banyak mengetahui 
atau terlibat langsung dalam proses pelaksanaan perizinan di Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) 
Kabupaten Pinrang. 
Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive 
sampling. Yaitu, teknik penarikan sample secara subjektif dengan 
maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa 
informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan 
bagi penelitian yang akan dilakukan. 
Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah: 
 Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal (BP2TPM) Kabupaten Pinrang. 
 Pegawai Badan Pelayanan Perrizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kabupaten Pinrang. 
 Masyarakat Kabupaten Pinrang yang pernah melakukakan proses 
permohonan perizinan Usaha Perdagangan (SIUP) di Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) 
Kabupaten Pinrang. 
3.5 Analisis Data 
Data yang terkumpul akan dianalisa secara deskriptif kualitatif, 
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yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian 
dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis dari sejumlah data 
kualitatif. Dimana data yang diperoleh dalam penelitian ini dinyatakan 
dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, tanggapan-tanggapan, serta 
tafsiran yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan studi 
kepustakaan, untuk memperjelas gambaran hasil penelitian 
3.6 Defenisi Operasional 
Untuk lebih mengarahkan penelitian maka perlu 
mengembangkan defenisi operasional sebagai berikut : 
1. Pelayanan perizinan yang dimaksud dalam hal ini pelayanan 
terpadu satu pintu yang diselenggarakan oleh Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kabupaten 
Pinrang.  
2. Perizinan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu perizinan yang 
dilimpahkan oleh Bupati Pinrang kepada Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal terkait dengan Perizinan 
usaha yaitu izin usaha perdagangan (SIUP); 
3. Sistem pelayanan perizinan yang dimaksud dalam penelitian ini 
yaitu penyelenggaraan system pelayanan terpadu, yang 
merupakan satu kesatuan proses pengelolaan pelayanan terhadap 
beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dalam 
satu tempat baik secara fisik  maupun virtual sesuai dengan 
Standar Pelayanan. Dalam penelitian ini di operasionalkan melalui 
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standar pelayanan yang telah ditetapkan yang telah di tetapkan, 
diantaranya :  
a) Dasar hukum, yaitu aturan-aturan atau regulasi yang mengatur 
pelaksanaan pelayanan perizinan di Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kabupaten Pinrang. 
b) Syarat, yaitu ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanman Modal (BP2TPM) 
Kabupaten Pinrang kepada masyarakat dan wajib dipenuhi 
dalam mengajukan permohonan perizinan.  
4. Prinsip Pelayanan Publik yang dimaksud dalam penelitian ini 
adalah Prinsip Pelayanan Publikmenurut peraturan Kemenpan 
No.63 Tahun 2003.Dengan Indikator penelitian :  
1) Kesederhanaan, prosedur pelayanan publik yang tidak berbelit-
belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan. 
2) Kejelasan  
a. Persyaratan teknis dan administrasi pelayan publik. 
b. Unik kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung 
jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian 
keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan 
publik. 
c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara 
3) Kepastian Waktu, pelaksanaan pelayan publik dapat 
diselesaikan dalam kurung waktu yang telah ditentukan. 
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4) Akurasi, produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat 
dan sah. 
5) Keamanan, proses dan produk pelayan publik memberikan 
rasa aman dan kepastian hukum. 
6) Tanggung jawab, pimpinan penyelenggara pelayanan publik 
atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas 
penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan / 
persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 
7) Kelengkapan sarana dan prasana tersedianya sarana dan 
prasana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang 
memadai termasuk penyediaan telemonukiasi dan informatika. 
8) Kemudahaan akses, tempat dan lokasi serta sarana pelayanan 
yang memadai mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapata 
memenafaatkan telekomunikasi dan informatika. 
9) Kedespilinan, kesopanan dan keramahan,pemberi pelayanan 
harus bersikap displin sopan dan santun, rama, serta 
memberikan pelayanan yang ikhlas. 
10) Kenyamanan lingkungan pelayan harus tertib, teratur, 
disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan 
yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas 
pendukung pelayana, seperti parkir, toilet tempat dan lain-lain. 
5. Faktor-faktor pendukung, yaitu faktor-faktor yang dapat mendukung 
kelancaran proses pelayanan perizinan di Badan Pelayanan 
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Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang.  
6. Faktor-faktor penghambat, yaitu faktor-faktor yang dapat 
menghambat proses pelayanan perizinan di Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang. 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
(BP2TPM) Kabupaten Pinrang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pinrang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata 
Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kabupaten Pinrang. Memiliki tugas melaksanakan koordinasi kebijakan 
daerah dan pelayanan di bidang perizinan usaha dan perizinan non usaha 
secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan 
simplikasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan PenanamanModal 
(BP2TPM) merupakan unsur pendukung tugas Bupati Kabupaten Pinrang 
bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, dipimpin oleh Kepala 
Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati Pinrang melalui Sekretaris daerah. Badan yangawal mulanya pada 
tahun 2010 bernama Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) yang 
membawahi 36 macam jenis perizinan.  
Seiring berjalannya waktu Pemerintah Kabupaten Pinrang menyadari 
bahwa kebutuhan masyarakat Kabupaten Pinrang akan jasa layanan 
publik semakin tinggi dan kompleks. Akhirnya atas dasar itulah 
Pemerintah Kabupaten Pinrang membentuk Pusat Pelayanan Publik 
dengan sistem satu atap dan mengintegrasikan Kantor Pelayanan 
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Perizinan Terpadu di dalamnya yang kemudian disempurnakan menjadi 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 
Pinrang yang membawahi 76 jenis perizinan. Empat jenis pelayanan yang 
di integrasikan dalam Pusat Pelayanan Publik Kabupaten Pinrang yaitu : 
1. Pelayanan Perizinan Terpadu 
2. Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 
3. Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 
4. Pelayanan Ketenagakerjaan 
4.1 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal 
(BP2TPM) Kabupaten Pinrang 
Pada Bulan Desember Tahun 2011 Pemerintah Kabupaten 
Pinrang melakukan penguatan kelembagaan PTSP melalui 
peningkatan status kelembagaan PTSP Dari Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal dengan mengeluarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pinrang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kabupaten Pinrang.  
Pada tanggal 6 Februari 2012, Bupati Pinrang melakukan 
pengisian jabatan struktural pada Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanamam Modal Kabupaten Pinrang serta kembali 
melantik Dra. Hj. A. Nurhayati Tamma, M.Si sebagai Kepala Badan.  
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Melalui Peraturan Bupati Pinrang Nomor 17 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 24 Tahun 
2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang, Bupati Pinrang 
melakukan pendelegasian kewenangan untuk mengelola 76 (tujuh 
puluh enam) jenis izin yang terdiri dari 44 (empat puluh empat) izin 
usaha dan 32 (tiga puluh dua) jenis izin non usaha yaitu sebagai 
berikut : 
a) Izin Usaha  
1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ; 
2) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ; 
3) Tanda Daftar Gudang (TDG) ; 
4) Tanda Daftar Industri (TDI) ; 
5) Izin Usaha Industri (IUI) ; 
6) Izin Usaha Toko (IUT) Modern ; 
7) Izin Usaha Pertambangan (IUP) ; 
8) Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ; 
9) Surat Izin Lokasi Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar 
Untuk Umum (SPBU); 
10) Izin Trayek/Kartu Pengawasan ; 
11) Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan (IUTP) ; 
12) Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Pangan (TDU-TP) ; 
13) Izin Usaha Penggilingan Padi,Huller dan Penyosongan Beras ; 
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14) Izin Usaha Obat Hewan ; 
15) Izin Usaha Budidaya Peternakan ; 
16) Izin Usaha Rumah Potong Hewan (RPH) ; 
17) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP); 
18) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI); 
19) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI); 
20) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pembudidayaan Ikan; 
21) Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; 
22) Izin Penyelenggaraan Pusat Kebugaran Jasmani; 
23) Izin Usaha Pariwisata; 
24) Izin Usaha Rumah Makan; 
25) Izin Usaha Katering; 
26) Izin Industri Rumah Tangga Pangan; 
27) Izin Usaha Restoran; 
28) Izin Usaha Hotel; 
29) Izin Usaha Penginapan/Villa; 
30) Izin Usaha Wisma; 
31) Izin Usaha Kafetaria; 
32) Izin Usaha Salon Kecantikan; 
33) Izin Usaha Perdagangan Umum; 
34) Izin Usaha Percetakan dan Sablon; 
35) Izin Apotik; 
36) Izin Toko Obat; 
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37) Izin Penyelenggaraan Optikal; 
38) Izin Klinik; 
39) Surat Izin Terdaftar Depot Air Minum; 
40) Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) pada Hutan 
Produksi; 
41) Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) pada 
Hutan Produksi; 
42) Izin Pemanfaatan Kayu (IPK); 
43) Izin Gangguan/Izin Tempat Usaha; dan 
44) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional. 
b) Izin Non Usaha 
1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 
2) Izin Pemanfaatan Ruang (IPR); 
3) Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA); 
4) Surat Izin Kerja (SIK) Apoteker; 
5) Surat Izin Kerja (SIK) Tenaga Teknis Kefarmasian; 
6) Surat Izin Kerja Perawat; 
7) Surat Izin Kerja Perawat Gigi; 
8) Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR); 
9) Surat Izin Refraksionis Optisien (SIRO); 
10) Surat Izin Praktik (SIP) Dokter; 
11) Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Gigi; 
12) Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Spesialis; 
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13) Surat Izin Praktik Perawat (SIPP); 
14) Surat Izin Kerja Bidan (SIKB); 
15) Surat Izin Praktik Bidan (SIPB); 
16) Surat Izin Praktik Fisoterafis (SIPF); 
17) Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT); 
18) Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT); 
19) Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal; 
20) Izin Penggunaan Pelataran/Jalan; 
21) Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Radio; 
22) Izin Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar 
Radio/TV; 
23) Rekomendasi Pendirian Menara Telekomunikasi; 
24) Izin Pertunjukan dan Keramaian Umum; 
25) Izin Reklame; 
26) Izin Penyimpanan sementara limbah B3; 
27) Rekomendasi UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan 
Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup); 
28) Persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan 
Pemantauan Lingkungan (SPPL); 
29) Rekomendasi Izin Pendirian Kantor Cabang Pelaksana 
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS); 
30) Rekomendasi Paspor TKI; 
31) Izin Pengumpulan Uang atau Barang; dan 
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32) Rekomendasi Izin Undian. 
Jenis Perizinan tersebut dilayani mulai tanggal 6 Februari 2012. 
4.1.1 Pusat Pelayanan Publik Kabupaten Pinrang 
Pada Tanggal 18 Februari 2013 Pemerintah Kabupaten 
Pinrang bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi 
dan Canadian International Development Agency (CIDA) dalam 
Support Islands of Integrity Programs (SIPS) Project melakukan 
peluncuran Pusat Pelayanan Publik Kabupaten Pinrang (P3KP) 
yaitu melakukan integrasi pelayanan diantaranya perizinan dan 
penanaman modal, kependudukan dan catatan sipil, 
ketenagakerjaan dan pengadaan barang dan jasa pemerintah.  
Pusat Pelayanan Publik Kabupaten Pinrang (P3KP) adalah 
Pusat kegiatan atau rangkaian kegiatan pelayanan administratif 
serta Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk yang menjadi 
kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang yaitu dengan 
memadukan beberapa jenis pelayanan untuk menyelenggarakan 
pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses 
dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap 
penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu dengan 
kewenangan masing-masing SKPD tersebut berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 
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Jenis layanan Pusat Pelayanan Publik adalah sebagai 
berikut: 
a. Seluruh Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal yang 
menjadi kewenangan Kabupaten 
b. Seluruh Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil yang 
menjadi kewenangan Kabupaten 
c. Seluruh Pelayanan Ketenagakerjaan yang menjadi 
kewenangan Kabupaten 
d. Seluruh Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang 
menjadi kewenangan Kabupaten 
Pusat Pelayanan Publik Kabupaten Pinrang (P3KP) 
betujuan memperpendek proses pelayanan dengan mewujudkan 
proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, 
dan terjangkau dan memberikan akses yang lebih luas kepada 
masyarakat untuk memperoleh pelayanan serta melakukan 
integrasi beberapa pelayanan publik dalam satu tempat yang 
tidak mempunyai keterkaitan proses dan namun tetap dilayani 
dalam satu pintu dengan kewenangan masing-masing 
berdasarkan satu pintu. 
Pelayanan Peizinan disederhanakan setelah Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) 
Kabupaten Pinrang mendapat Hak Akses SPIPISE dari Badan 
Koordinasi dan Penanaman Modal BPKM. Pelayanan perizinan 
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usaha disatukan ke dalam SPIPISE. Berdasarkan Peraturan 
Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Pinrang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 24 Tahun 2011 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang serta 
Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pendelegasian 
Kewenangan Penerbitan Izin Usaha dan Izin Non Usaha Kepada 
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kabupaten Pinrang yang ditindak lanjuti Keputusan Bupati 
Nomor 503/27/2013 tentang Pendelegasian Wewenang 
Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman 
Modal kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kabupaten Pinrang, sehingga pelayanan 
perizinan pada BP2TPM sebagai berikut : 
1. Pelayanan Perizinan Usaha 
a) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;  
b) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;  
c) Tanda Daftar Gudang (TDG) ;  
d) Tanda Daftar Industri (TDI) ; 
e) Izin Usaha Industri (IUI) ;  
f) Izin Trayek/Kartu Pengawasan ;  
g) Izin Gangguan/Izin Tempat Usaha 
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2. Pelayanan Perizinan Non Usaha 
a) Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 
b) Izin Pemanfaatan Ruang (IPR); 
c) Izin Kesehatan : 
d) Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal; 
e) Rekomendasi : 
f) Izin Reklame; dan 
g) Izin Lingkungan : 
3. Pelayanan Perizinan Penanaman Modal (SPIPISE) 
a. Perizinan Penanaman Modal 
a) Pendaftaran Penanaman Modal ; 
b) Izin Prinsip Penanaman Modal ; 
c) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; 
d) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; 
e) Izin Usaha; 
f) Izin Usaha Perluasan; 
g) Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman 
Modal (Merger); dan 
h) Izin Usaha Perubahan 
b. Non Perizinan Penanaman Modal 
a) Pemberian Usulan Fasilitas Fiskal kepada PTSP BKPM  
b) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 
(IMTA) 
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c) Layanan informasi penanaman modal; 
d) Layanan pengaduan masyarakat di bidang penanaman 
Modal 
e) Insentif daerah dan atau kemudahan penanaman 
modal di Daerah 
4.2 Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan  
Penanaman Modal 
Adapun susunan organisasi Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang terdiri atas : 
a. Kepala Badan; 
b. Bagian Tata Usaha : 
1. Sub Bagian Perencanaan; 
2. Sub Bagian Keuangan; dan 
3. Sub Bagian Umum. 
c. Bidang Pelayanan Perizinan Usaha; 
d. Bidang Pelayanan Perizinan Non Usaha; 
e. Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pelayanan Penanaman 
Modal : 
1. Sub Bidang Pengelolaan Data, Pelaporan dan Informasi; dan 
2. Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal. 
f. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 
Modal : 
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1. Sub Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Promosi Penanaman 
Modal; dan 
2. Sub Bidang Pengaduan dan Pengendalian Pelaksanaan 
Penanaman Modal. 
g. Tim Teknis; dan 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
Eselon jabatan adalah sebagai berikut : 
 Kepala Badan adalah jabatan Eselon II.b 
 Kepala Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Eselon III.a 
 Kepala Bidang adalah jabatan Eselon III.b 
 Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah Jabatan 
Eselon IV.a 
Gambar struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kabupaten Pinrang secara lengkap 
dapat dilihat pada Gambar dibawah ini 
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Gambar 4.1 
Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal (BP2TPM) Kabupaten Pinrang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.1 Personil Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal 
4.2.1.1 Aparat Pelayanan Perizinan 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal (BP2TPM) Kabupaten Pinrang 
didukung oleh aparatur pelayanan perizinan dengan 
jumlah personil sebanyak 25 (dua puluh lima) orang 
terdiri dari 13 (tiga belas) orang pejabat struktural dan 12 
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(dua belas)  orang pelaksana, dengan perincian sebagai 
berikut : 
Tabel 4.1 
Tingkat Pendidikan Personil pada Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) 
Kabupaten Pinrang 
No Pendidikan Jumlah 
1. Pascasarjana (S2) 4 
2. Sarjana (S1) 13 
3. Diploma 3 (D3) 2 
4. SLTA 8 
Jumlah 27 
Sumber : Data Kepegawaian BP2TPM, Tahun 2013 
Tabel 4.2 
Disiplin Pendidikan Personil padaBadanPelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kabupaten 
Pinrang 
No Disiplin Jumlah 
1. Teknik 2 
4. Ilmu Ekonomi / Manajemen 8 
5. Teknik Informatika 2 
6. Perikanan 1 
7. Pertanian 1 
8. Ilmu Pemerintahan 3 
Jumlah 17 
Sumber : Data Kepegawaian BP2TPM, Tahun 2013 
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4.2.1.2  Tim Teknis 
Untuk membantu pelaksanaan pelayanan 
perizinan, maka melalui Surat Tugas Bupati Diangkat 
Tim Teknis yang merupakan pejabat Satuan Kerja 
Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi 
dan kemampuan sesuai dengan bidangnya dan 
dikoordinasikan oleh Kepala Kantor. Tim Teknis memiliki 
kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan 
diterima atau ditolaknya suatu permohonan yang 
mempunyai tugas : 
a. Melaksanakan pemeriksaan di lapangan dan 
membuat berita acara pemeriksaan serta membuat 
analisis/ kajian sesuai bidangnya; 
b. Memberikan rekomendasi teknis dan Membuat Nota 
Hitung sebagai dasar pengenaan retribusi daerah 
c. Mengadakan monitoring dan evaluasi tentang 
perizinan yang diberikan sesuai bidang tugas pokok 
dan fungsi SKPD terkait. 
Jumlah Tim Teknis seluruhnya ada 21 (dua puluh 
satu) orang, dengan perincian sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 
Personil Tim Teknis pada Badan 
PelayananPerizinanTerpadu dan Penanaman Modal 
(BP2TPM)  
Kabupaten Pinrang 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Data Kepegawain BP2TPM, Tahun 2012 
4.3 Sistem Pelayanan Perizinan di Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal di Kabupaten Pinrang 
4.3.1 Mekanisme Pelayanan Perizinan SIUP 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
di Kabupaten Pinrang telah menetapkan standar untuk 
mekanisme penyelenggaraan perizinan. Adapun mekanisme 
dalam pengurusan izin pada Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kabupaten Pinrang 
adalah sebagai berikut : 
1. Pemohon mengajukan berkas permohonan di Unit 
Pendaftaran. 
2. Pegawai di Unit Pendaftaran menerima dan memeriksa 
kelengkapan berkas permohonan, berkas yang lengkap akan 
No Kualifikasi/Golongan Jumlah 
1. Golongan II/a 2 orang 
2. Golongan III/a 3 orang 
2. Golongan III/b 2 orang 
2. Golongan III/c 10 orang 
3. Golongan III/d 4 orang 
Jumlah 21 orang 
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dicatat pada buku A dan  menerima tanda terima berkas 
sedangkan berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada 
pemohon untuk dilengkapi. 
3. Unit Pelayanan menerima berkas permohonan dari unit 
pendaftaran dan selanjutnya dicatat pada Buku B dan 
diserahkan kepada Tim Teknis untuk SIUP Mengah dan 
SIUP Besar Khusus untuk SIUP Mikro dan SIUP Kecil hanya 
dilakukan verifikasi pada BP2TPM tanpa melalui tim teknis. 
4. Tim Teknis melakukan penilaian/evaluasi kebenaran 
dokumen persyaratan dan peninjauan lapangan (apabila 
diperlukan) dengan membuat Berita Acara Peninjauan 
Lapangan (BAPL) dan mengadakan Rapat Tim Teknis, 
apabila : 
a. Dinyatakan layak, maka diproses lebih lanjut yang 
dituangkan dalam rekomendasi Tim Teknis. 
b. Dinyatakan tidak layak, maka berkas permohonan 
dikembalikan disertai alasan penolakan penerbitan 
izin yang diketahui oleh Kepala Dinas atau pejabat 
bidang perdagangan. 
5. Tim teknis menyerahkan Rekomendasi Tim Teknis, BAPL 
dan Nota hitung dan pengenaan retribusi daerah kepada Unit 
Pelayanan untuk diproses lebih lanjut. 
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6. Tim Teknis juga menyerahkan SKRD kepada bendahara 
penerimaan Dinas yang menangani Bidang Perdagangan 
dan Unit Pelayanan. 
7. Unit Pelayanan melakukan pencatatan pada Buku C dan 
Buku D, dan pencetakan SSRD dan naskah surat izin. 
8. Kepala BPPTPM melakukan penandatanganan surat izin. 
9. Pemohon melakukan pembayaran Retribusi di Kasir. 
10. Pemohon menerima Surat Izin di Unit Pengambilan Izin dan 
dicatat pada Buku E. 
Bagan alir ( flow chart ) Mekanisme Pelayanan pada Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) 
Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 4.2 
Mekanisme Pelayanan pada Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang 
 
Wawancara dengan Kepala Badan Bidang Pelayanan 
Perizinan non usaha, A. Askari, S.Pi. M.Si. menyatakan:  
“Tugas kami adalah melayani administrasi untuk perizinan 
yang diajukan masyarakat, sedangkan yang akan 
menentukan izin yang di ajukan oleh masyarkat diterima atau 
di tolak adalah tim teknis dari SKPD terkait yang tentunya 
lebih memiliki kompetensi untuk mengambil keputusan itu.” 
(Wawancaa tanggal 17 Februari 2015 pukul 10.00 WITA)  
Dalam mekanisme pelayanan perizinan di BP2TPM, 
masyarakat langsung mendaftarkan diri untuk mengajukan 
perizinan yang dibutuhkan di Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal, kemudian pemohon menunggu 
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kedatangan tim teknis untuk meninjau lokasi usaha pemohon. 
Tim teknis juga yang menentukan disetujui atau ditolaknya 
permohonan perizinan yang diajukan oleh masyarakat. Setelah 
semua pengolahan dokumen yang dilaksanakan di BP2TPM 
selesai, pemohon cukup mendatangi tempat yang sama untuk 
membayar retribusi tempat usaha berdasarkan perhitungan yang 
dilakukan oleh tim teknis, karena di dalam BP2TPM sendiri telah 
disediakan loket pembayaran Bank Sulselbar. Setelah itu 
masyarakat dapat mengambil surat izin usaha perdagangan 
(SIUP) yang mereka butuhkan di loket penyerahan izin. 
4.3.2 Implementasi Standar Pelayanan Mempan No.63 Tahun 2003 
Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal (BP2TPM)Di Kabupaten Pinrang 
4.3.2.1 Kesederhanaan 
Kesederhanan yang dimaksud disini adalah proses 
pelayanan publik yang tidak berbelit-belit,mudah dipahami dan 
mudah di mengerti. 
Dalam wawancara dengan Hadjiah Syam salah seorang 
aparat pelayanan perizinan di Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kabupaten Pinrang yang bertugas di bagian 
informasi dikutip: 
“Mekanisme pelayanan perizinan dikantor kami sebenarnya 
sudah sangat jelas dan mudah karena pemohon yang ingin 
melakukan izin akan dibimbing langsung oleh pegawai 
kami. Selain itu, mekanisme pelayanan juga dibiasanya 
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kami terbitkan melalui media massa yaitu koran ataupun 
televisi lokal, agar masyarakat dapat mengetahui cara 
melakukan perizinan.” (Wawancara tanggal 16 Februari 
2015 pukul 10.30 WITA)  
 
Mekanisme pelayanan perizinan di Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang 
sudah cukup baik dibandingkan dengan sebelumnya, karena 
masyarakat tidak lagi mendatangi banyak kantor yang memiliki 
prosedur berbeda di setiap kantor. 
Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh 
Ridwan, seorang pemohon yang ingin mengajukan izin usaha 
yang didirikannya:  
“Saya mengurus SIUP untuk usaha yang akan saya 
jalankan. Saya berfikir pengurusannya akan rumit, karena 
sebelumnya teman saya juga melakukan pengurusan izin 
usaha dan mengatakan pengurusannya sangat rumit 
karena banyaknya kantor yang harus di datangi, tetapi 
setelah saya datang di kantor BP2TPM kepengurusannya 
tidak rumit lagi, saya cukup mendatangi kantor BP2TPM 
dengan melengkapi berkas pemohon. Tanpa keluar kantor 
urusan saya bisa selesai karena untuk pembayaran dan 
pengambilan surat izin saja di tempat yang sama karena 
ternyata di dalam kantornya sudah ada loket Bank 
Sulselbar.” (Wawancara tanggal 17 Februari 2015 pukul 
15.00 WITA) 
 
4.3.2.2 Kejelasan 
Kejelasan yang dimaksud disini adalah persyaratan teknis 
dan administrasi pelayanan publikserta rincian biaya pelayanan 
publik dan tata cara. 
A. Persyaratan Umum Pengurusan Izin 
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Persyaratan umum untuk setiap pengurusan izin pada  
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
(BP2TPM) Kabupaten Pinrang adalah :  
1. Mengajukan Permohonan Surat Izin yang hendak di urus 
ditujukan kepada Bupati Pinrang Cq. Kepala Kantor 
Pelayanan Perizinan Terpadu dengan materai Rp. 6.000,- 
2. Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang 
diketahui Kepala Lingkungan/Dusun, Kepala Desa/Lurah, 
dan Camat 
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
4. Fotocopy Bukti Pelunasan SPPT PBB Tahun berjalan 
5. Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah diketahui oleh 
Camat 
6. Akta pendirian perusahaan (Khusus untuk Usaha Usaha 
yang berbadan hukum) 
7. Rekomendasi dari instansi teknis (Khusus usaha tertentu) 
8. Keterangan Situasi Bangunan (KSB) mengenai batas-
batas dan garis sempadan bangunan (Khusus IMB) 
9. Gambar rencana bangunan 2 (dua) rangkap  (Khusus 
IMB) 
10. Foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak  3 (tiga) Lembar 
Pelayanan perizinan merupakan salah satu bagian 
penting dalam sektor pelayanan publik di Kabupaten Pinrang 
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mengingat cukup tingginya kebutuhan masyarakat atas izin 
usaha perdagangan (SIUP). Oleh karena itu, Pemerintah 
Kabupaten Pinrang melalui Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang dituntut 
bukan hanya mampu menyelenggarakan namun dapat lebih 
memudahkan masyarakat dalam melakukan proses 
permohonan perizinan SIUP.  
Syarat penyelenggaraan perizinan merupakan hal 
pertama yang harus dipenuhi masyarakat agar permohonan 
izin yang diajukan kepada Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang dapat 
diproses. Jadi sudah seharusnya syarat ini harus ada, tetapi 
bukan untuk memberatkan masyarakat.  
Seperti halnya yang diungkapkan oleh Dra. Hj. A. 
Nurhayati Tamma, M.S. selaku Kepala Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 
Pinrang:  
“Permohonan SIUP di Kabupaten Pinrang cukup tinggi 
karena wilayah Kabupaten Pinrang yang begitu beragam 
akan banyak menarik minat untuk mendirikan usaha 
perdagangan. Permohonan izin ini cukup tinggi di kantor 
ini, sehingga kami harus betul-betul menyeleksi dan 
menetapkan syarat yang tepat. Syarat-syarat ini bukan 
untuk membatasi tetapi untuk menghindari tindakan-
tindakan tidak bertanggung jawab”. (wawancara tanggal 
16 Februari 2015, Pukul 13.00 WITA)  
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Terlalu rentannya praktik-praktik penipuan dan percaloan 
disektor pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan 
memang menjadi masalah dalam upaya menciptakan 
pelayanan yang prima bagi masyarakat. Berikut kutipan 
wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan 
Usaha bapak Pasannangi, SE. Ak:  
“Syarat-syarat perizinan di BP2TPM kami harap dapat 
menunjukkan kepada masyarakat, bahwa syarat 
penyelenggaraan perizinan tidak lagi sulit seperti dulu, 
sehingga masyarakat dapat melakukan permohonan 
perizinan sendiri tanpa melalui calo lagi. Di samping itu 
kami sengaja mencantumkan beberapa syarat tentang 
data diri dan foto pemohon sehingga potensi-potensi 
untuk praktik percaloan semakin kecil”. (wawancara 
tanggal 25 Februari 2015, Pukul 10.30 WITA) 
 
Kemudahan yang telah diberikan dalam hal persyaratan 
penyelenggaraan perizinan ini tentu dapat memberikan 
dorongan positif bagi masyarakat di Kabupaten Pinrang untuk 
lebih percaya kepada pihak penyelenggara perizinan, dalam 
hal ini Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kabupaten Pinrang.  
Seperti yang diungkapkan oleh bapak Nursyam yang 
mengurus SIUP untuk usaha dagang eceran yang dikelolanya:  
“Sekarang mengurus perizinan untuk usaha tidak sesulit 
dulu lagi. Sebelumnya jika mengurus izin usaha saya 
harus mendatangi beberapa dinas dan setiap dinas 
memiliki syarat yang bermacam-macam padahal kalau 
dilihat syaratnya hampir serupa di setiap dinas. Bulan lalu 
saya mengurus izin usaha saya dan ternyata syaratnya 
sudah tidak sebanyak dulu, kalau kata petugas yang 
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menjelaskan ini namanya pelayanan terpadu satu pintu” 
(wawancara tanggal 26 Februari 2015, Pukul 13.00 WITA)  
 
B. Rincian Biaya 
Biaya pelayanan perizinan yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah besaran biaya administrasi yang 
ditetapkan untuk setiap pelayanan perizinan, sebagai imbalan 
atas pemberian pelayanan umum yang besaran dan tata cara 
pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Selama ini banyak yang menganggap bahwa penetapan 
biaya untuk layanan perizinan tidak wajar dan kadang 
mengada-ada oleh karena itu dibutuhkan ketetapan yang 
transparan untuk biaya pelayanan perizinan. Sehingga 
dengan adanya kepastian akan biaya pelayanan sangat 
penting untuk memberikan jaminan kepada masyarakat untuk 
mengurus perizinan yang dibutuhkannya.  
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kabupaten Pinrang menetapkan standar pelayanan 
untuk biaya Izin usaha dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 
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Berikut daftar tabel 4.4 jenis izin usaha biayanya 
Tabel 4.4 
Jenis Izin Usaha Biaya 
NO. JENIS IZIN USAHA BIAYA 
1 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ; Gratis 
2 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ; Gratis 
3 Tanda Daftar Gudang (TDG) ; Gratis 
4 Tanda Daftar Industri (TDI) ; Gratis 
5 Izin Usaha Industri (IUI) ; Gratis 
Sumber Data : BP2TPM, Tahun 2014 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa biaya pelayanan 
untuk izin usaha terutama SIUP ditetapkan tidak dikenakan 
biaya sama sekali. Hal ini untuk menegaskan upaya 
pemerintah untuk mendorong masyarakat untuk lebih 
partisipatif dalam kepemilikan izin. Di samping itu juga untuk 
memperbaiki pandangan masyarakat atas pelayanan 
perizinan yang selama ini dianggap tidak wajar dalam 
penetapan biaya. Seperti yang disampaikan oleh Kepala 
BIdang Pelayanan Perizinan Non Usaha BP2TPM A. Askari, 
S.Pi. M.Si. bahwa:  
“Banyak yang beranggapan bahwa biaya pelayanan publik 
terlalu mahal apalagi pelayanan perizinan. Oleh karena itu 
dengan menggratiskan biaya pelayanan di BP2TPM 
bertujuan untuk lebih meringankan masyarakat dalam 
mengurus perizinan, dan kami berharap ke depannya 
tidak akan lagi ada usaha yang tidak memiliki izin”. 
(Wawancara tanggal 17 Februari 2015 pukul 10.00 WITA)  
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Berikut ini wawancara dengan Ibu Hj. A. Nurhayati 
Tamma, M.S. selaku Kepala Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang 
menyatakan: 
“Masyarakat tidak perlu khawatir untuk jenis perizinan 
yang dikenakan biaya retribusi karena di kantor ini telah 
tersedia tabel untuk penghitungan biaya retribusi setiap 
perizinan. Disamping itu, masyarakat hanya membayar 
biaya retribusi di loket Bank Sulselbar yang ada di kantor 
bukan lagi kepada petugas yang menyerahkan izin.” 
(Wawancara tanggal 16 Februari 2015 pukul 13.00 WITA) 
Tanggapan yang diberikan masyarakat untuk biaya 
pelayanan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kabupeten Pinrang juga cukup positif 
dengan menggratiskan biaya pelayanan dan lebih terbuka 
dalam penetapannya. Seperti yang disampaikan oleh Hj. Lija 
bahwa:  
“Saya datang di kantor BP2TPM mengurus SIUP untuk 
usaha kontruksi milik saya, awalnya saya mengira 
biayanya cukup mahal tapi ketika saya akan mengambil 
surat izinnya ternyata untuk SIUP tidak dikenakan biaya, 
hanya biaya pembelian materai, tidak ada biaya lain yang 
diminta oleh petugusnya.” (Wawancara tanggal 26 
Februari 2015 pukul 2015 pukul 16.30 WITA) 
 
Komunikasi yang baik antara petugas dan pemohon tentu 
akan berimbas terhadap tanggapan masyarakat terhadap 
pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kabupaten Pinrang. Oleh karena itu sebaiknya disamping 
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melayani aparat pelayanan juga dapat membantu memberikan 
penjelasan kepada masyarakat yang membutuhkan perizinan. 
Hal lain yang diungkapkan oleh Dahria aparat yang bertugas 
di bagian informasi BP2TPM yang mengatakan bahwa : 
“Tidak ada biaya yang diberikan kepada petugas yang 
menyerahkan izn usaha. Tetapi, biasanya ada masyarakat 
yang memberikan uang sukarela sebagai ucapan terima 
kasih.” (Wawancara tanggal 23 Februari 2015 pukul 10.00 
WITA)  
 
Upaya perbaikan kualitas pelayanan perizinan tentu harus 
berjalan lurus dengan partisipasi masyarakat dalam mengikuti 
peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Budaya tip 
dan kebiasaan memberi sogokan yang masih sering dilakukan 
oleh masyarakat malah sebaliknya akan memberikan dampak 
negatif terhadap upaya pemerintah dalam perbaikan 
pelayanan publik. Atas fenomena masih banyaknya 
masyarakat yang memberikan biaya untuk memperoleh 
perlakuan khusus dan juga tip kepada petugas, Dra. Hj. A. 
Nurhayati Tamma, M.S merespon keras dengan menyatakan:  
“Jika kami menemukan ada petugas yang menerima uang 
yang di berikan oleh masyarakat baik tip maupun untuk 
memperoleh perlakuan khusus tentu akan ditindak tegas, 
karena sekecil apapun yang diberikan, itu tetaplah suap 
dan jelas melanggar peraturan. Karena itu kami telah 
menghimbau kepada seluruh petugas untuk tidak 
menerima apapun yang diberikan oleh pengguna jasa, 
dan jika masih ada yang memberikan kami berharap 
petugas pelayanan dapat memberikan penjelasan tentang 
peraturan yang berlaku. (Wawancara tanggal 16 Februari 
2015 pukul 13.00 WITA) 
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Standar untuk biaya pelayanan yang ditetapkan oleh 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kabupaten Pinrang tentu harus menjadi pegangan bagi setiap 
pegawainya agar dapat bekerja sesuai dengan peraturan yang 
berlaku.  
Penyelenggaraan layanan perizinan terpadu satu pintu 
(PTSP) dalam pelayanan perizinan di Kabupaten Pinrang di 
anggap telah memberikan dampak positif terhadap kesadaran 
masyarakat untuk memiliki legalitas atas kegiatan yang di 
laksanakan, baik usaha maupun non usaha. Di sisi lain tentu 
hal ini akan meningkatkan pendapatan daerah melalui biaya 
retribusi atas perizinan yang yang di berikan. Seperti yang di 
sampaikan oleh Kepala BIdang Pelayanan Perizinan Non 
Usaha BP2TPM A. Askari, S.Pi. M.Si. bahwa: 
“Sejak diberlakukannya sistem pelayanan terpadu satu 
pintu dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan di 
Kabupaten Pinrang dimulai dari tahun 2010 yang di 
selenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 
(KP2T) hingga berganti di tahun 2011 menjadi Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
(BP2TPM) Kabupaten Pinrang dan terus berdiri hingga 
sekarang telah menunjukkan peningkatan jumlah 
permohonan perizinan yang cukup signifikan”.( 
Wawancara tanggal 17 Februari 2015 pukul 10.00 WITA) 
 
Jumlah perizinan yang telah diterbitkan di Kabupaten 
Pinrang sejak diterapkannya sistem pelayanan terpadu satu 
pintu, baik yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu sampai beralihnya kepada Badan 
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Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kabupaten Pinrang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:  
Tabel 4.5 
Jumlah Penerbitan dan Retribusi Izin pada Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) 
Kabupaten Pinrang 
No. Tahun 
Jumlah 
Izin 
Jumlah Penerimaan 
1 
Tahun 2010 (1 Juli s/d 31 
Desember 2010) 
2288 Rp362.784.732 
2 
Tahun 2011 (1 Januari s/d 30 
Desember  2011) 
5452 Rp884.615.700 
3 
Tahun 2012 (1 Januari s/d 31 
Desember  2012) 
4409 Rp894.999.442 
4 
Tahun 2013 (1 Januari s/d 31 
Desember  2013) 
4414 Rp1.105.556.130 
Total 16.563 Rp2.142.399.874 
SumberData :BP2TPM, Tahun 2014 
 
Cukup tingginya angka perizinan yang telah diterbitkan 
oleh BP2TPM Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa sistem 
pelayanan perizinan yang diterapkan telah mendorong 
partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 
perizinan di Kabupaten Pinrang, Hal ini di karenakan 
masyarakat telah memiliki kepercayaan atas pelayanan 
perizinan yang diselenggarakan oleh Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 
Pinrang. 
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Selain berdampak terhadap jumlah perizinan yang 
diterbitkan, penerapan sistem pelayanan perizinan terpadu 
satu pintu di Kabupaten Pinrang juga berdampak terhadap 
pendapatan Pemerintah Kabupaten melalui retribusi yang 
diperoleh dari masyarakat atas kegiatan yang mereka 
lakukan. 
Adapun jumlah jumlah orang yang melakukan Surat Izin 
Usaha Perdagangan (SIUP) di Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal pada tahun 2013 dan 2014 
dapat dilihat berdasarkan tabel 4.6 Berikut ini 
Tabel 4.6 
Daftar Jumlah Orang yang Melakukan Surat Izin Usaha 
Perdagangan (SIUP) diBadan PelayananPerizinanTerpadu 
dan Penanaman Modal (BP2TPM)Kabupaten Pinrang 
 
 
 
Sumber : Data BP2TPM, Tahun 2014 
Dilihat dari tabel diatas, jumlah orang yang melakukan izin 
usaha perdagangan pada tahun 2013 dan 2014 mengalami 
penurunan. Hal tersebut terjadi karena semakin banyaknya 
orang mempunyai usaha perdagangan sehingga orang yang 
baru ingin membuka usaha perdagangan memiliki ketakutan 
untuk bersaing dengan usaha sebelumnya.  
No. Tahun 
Jumlah Orang yang Melakukan 
Izin Usaha 
1 2013 1076 
2 2014 896 
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4.3.2.3 Kepastian Waktu 
Syarat dan mekanisme yang yang di tetapkan dalam 
penyelenggaraan pelayanan perizinan tentu akan berimbas 
terhadap waktu untuk menyelesaikan proses perizinan yang 
dibutuhkan masyarakat. Jangka waktu yang dimaksud di sini, 
yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perizinan 
mulai dari pendaftaran dan dilengkapinya/dipenuhinya 
persyaratan teknis dan atau persyaratan administratif sampai 
dengan selesainya suatu proses pelayanan.  
Sudah tentu harapan masyarakat adalah memperoleh 
perizinan yang dibutuhkannya secepat mungkin sesuai 
harapannya. Harapan masyarakat untuk jangka waktu perizinan 
yang dibutuhkannya, kemudian berupaya di penuhi oleh 
pemerintah melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu 
pintu.  
Salah satu prinsip dalam pelayanan terpadu satu pintu 
adalah kepastian waktu, yang berarti pemrosesan permohonan 
perizinan dan non perizinan dapat diselesaikan dalam waktu 
yang telah ditetapkan tanpa memperhatikan skala usaha 
pemohon, prinsip ini juga yang harus dilaksanakan oleh Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 
Pinrang selaku Badan penyelenggara pelayanan perizinan 
terpadu satu pintu di Kabupaten Pinrang. 
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Dalam wawancara dengan Kepala Bidang Perizinan Usaha 
BP2TPM dikutip:  
“Persoalan waktu pemerosesan izin kami sudah cukup 
transparan, masyarakat atau pemohon perizinan bisa 
melihat sendiri standar waktu yang kami pajang di bagian 
informasi. Kalau memang ada yang tidak sesuai silahkan 
sampaikan ke layanan pengaduan”. (Wawancara tanggal 
18 Februari 2015 pukul 11.00 WITA) 
Berikut daftar tabel 4.7 jenis izin usaha waktu 
Tabel 4.7 
Jenis Izin Usaha Waktu 
NO JENIS IZIN USAHA WAKTU 
1 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ; 
2 Hari 
Kerja 
2 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ; 
2 Hari 
Kerja 
3 Tanda Daftar Gudang (TDG) ; 
5 Hari 
Kerja 
4 Tanda Daftar Industri (TDI) ; 
5 Hari 
Kerja 
5 Izin Usaha Industri (IUI) ; 5 hari kerja 
Sumber Data : BP2TPM, Tahun 2014 
Berikut ini wawancara dengan salah satu petugas di bagian 
pemrosesan izin mengatakan bahwa : 
“Pemohon yang melakukan izin pemrosesannya rata-rata 
sesuai dengan standar yang ditetapkan kantor, kecuali jika 
ada masalah di dalam mengisi formulir, biasanya surat izin 
pemrosesan terlambat jika konfirmasi dari pemohon lambat 
ditanggapi. Tetapi jika konfirmasi dilakukan secepatnya, 
pemrosesan tetap berjalan sesuai dengan standar kantor. 
Karena jika mendapat permasalahan tersebut, kami 
langsung menghubunginya melalui telepon.” (Wawancara 
tanggal 18 Februari 2015 pukul 13.00 WITA) 
Di bagian informasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
dan Penanaman Modal telah dipajang papan yang berisi standar 
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waktu untuk setiap perizinan. Hal ini diharapkan dapat lebih 
memberikan jaminan kepada masyarakat atas izin yang 
dibutuhkannya.  
Standar untuk waktu penyelesaian izin ini juga dibenarkan 
oleh bapak Muhammad Sidik yang mengurus izin usaha 
perdagangan di BP2TPM yang mengatakan bahwa: 
“Saya mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 
mulai dari pendaftaran sampai menerima izinnya hanya 
butuh waktu dua hari, selesainya pengurusan tersebut saya 
langsung dihubungi oleh pegawai kantor BP2TPM dan saya 
langsung mengambil surat izin tersebut. Saya sangat puas 
dengan sistem pelayanan di kantor karena sesuai dengan 
standar pelayanan kantor tersebut dan selesai tepat pada 
waktunya.” (Wawancara tanggal 23 Februari 2015 pukul 
15.00 WITA) 
Selanjutnya Dra. Hj. A. Nurhayati Tamma, M.S. selaku 
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kabupaten Pinrang menyatakan:  
“Untuk beberapa jenis perizinan kami sangat berharap kerja 
sama dan profesionalisme dari tim teknis, karena walaupun 
telah di SK kan untuk berkantor di sini, terkadang tim teknis 
juga jarang berada disini. Sehingga hal ini tentu bisa 
menjadi penghambat dalam penyelenggaraan pelayanan 
perizinan di BP2TPM.” (Wawancara tanggal 16 Februari 
2015 pukul 13.00 WITA) 
Pembentukan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi 
pelayanan perizinan dan non-perizinan yang salah satunya 
adalah mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi 
tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting, seperti 
waktu yang dihabiskan oleh pemohon izin untuk mendatangi 
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berbagai instansi. Koordinasi yang lebih baik antar instansi yang 
terkait dengan perizinan juga akan sangat berpengaruh terhadap 
percepatan layanan perizinan. 
4.3.2.4 Akurasi 
Salah satu indikator yang menentukan keberhasilan 
penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pelayanan 
perizinan adalah pelayanannya tepat dan diterima dengan benar 
hal itu tentunya harus ditunjang oleh kualitas sumber daya 
manusia yang dimiliki oleh penyelenggara pelayanan perizinan. 
Kualitas SDM ini berkaitan kemampuan setiap aparat pelaksana 
pelayanan perizinan dalam menjalankan kewajibannya melayani 
kebutuhan masyarakat atas jasa layanan perizinan. Selain 
kemampuan yang dimiliki oleh aparatnya, kualitas sumber daya 
manusia penyelenggara pelayanan perizinan juga dapat dinilai 
dari perilaku yang ditunjukkan oleh aparat pelaksana pelayanan 
perizinan dalam melayani masyarakat. Perilaku yang ditunjukkan 
oleh aparat pelaksana pelayanan perizinan tentu akan 
berdampak terhadap penilaian masyarakat atas layanan 
perizinan yang diselenggarakan.  
Berikut hasil wawancara dengan salah seorang yang 
pernah melakukan izin yang mengatakan bahwa : 
‘’Saya merasa dalam pelayanan perizinan di kantor 
BP2TPM cepat,tepat, dan akurat ini dibuktikan oleh 
pelayanan yang diberikan oleh pegawai yang ada di kantor 
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tersebut’’ (wawancara pada tanggal 17 februari pukul 14:00 
WITA) 
 
 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal memang sangat memperhatikan tentang akurasi 
pelayanan yang diberikan, karena hal tersebut merupakan salah 
satu misi dari BP2TPM. Dengan terciptanya pelayanan yang 
akurat secara otomatis akan menambah minat masyarakat untuk 
melakukan proses perizinan. Beberapa cara BP2TPM untuk 
menciptakan proses pelayanan yang akurat yaitu : 
a. Penyederhanaan Administasi Perizinan 
Melakukan Penyederhanaan Administasi Perizinan dengan 
membuat satu permohonan perzinan untuk semua perizinan 
usaha dan melakukan pelayanan izin paralel. 
b. Penyederhanaan Proses  Perizinan 
Membuat SK Tim Teknis yang ditempatkan dan berkantor 
diBP2TPM untuk memberikan Rekomendasi Teknis layak 
tidaknya izin tersebut diterbitkan. Dengan adanya tim teknis 
maka dalam penerbitan izin tidak lagi berdasar dari 
rekomendasi dari SKPD yang berkaitan melainkan hanya 
melalui rekomendasi tim teknis sehingga permohonan hanya 
diproses pada satu tempat sesuai konsep PTSP. Melihat 
kondisi sekarang kantor BP2TPM sudah sangat berhasil 
dengan proses pelayanan yang akurat. 
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Hal tersebut diperkuat oleh salah seorang yang pernah 
melakukan perizinan usaha yaitu Ridwan yang mengatakan 
bahwa : 
‘’Pelayanan yang akurat yang diberikan oleh pegawai yang 
ada pada kantor BP2TPM sesuai dengan standar yang telah 
ditetapkan oleh kantor tersebut, hal ini mengakibatkan saya 
merasa puas karena kepengurusan izin saya sesuai dengan 
standar yang ditetapkan yaitu 2 hari. (wawancara pada 
tanggal 17 februari 2015 pukul 15.00 WITA) 
 
4.3.2.5 Keamanan 
Pelayanan perizinan merupakan salah satu bagian penting 
dalam proses pelayanan publik, mengingat izin akan 
memberikan jaminan keamanan atas kegiatan yang dilakukan 
masyarakat. Dengan memberikan kemudahan dalam perizinan 
tentu akan membantu masyarakat agar mentaati Undang-
undang yang berlaku.  
Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada 
dasarnya bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan 
perizinan dan non perizinan dalam bentuk mempercepat waktu 
pelayanan, menekan biaya pelayanan, dan menyederhanakan 
persyaratan. Dengan adanya pelayanan terpadu satu pintu 
masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik yang lebih baik 
serta mendapatkan kepastian dan jaminan hokum dari formalitas 
yang dimiliki. 
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Dalam wawancara dengan Ridwan seorang yang pernah 
melakukan perizinan usaha yang mengatakan bahwa:  
‘’Kalau saya ingin uzaha perdagangan saya di lindungi oleh 
hukum kan seharusnya legal dan untuk melegalkan usaha 
saya. Saya harus mempunyai surat izin usaha 
perdagangan dari kantor BP2TPM, saya juga merasa 
nyaman kalau sudah ada payung hukumnya.’’  
 
Hal tersebut diperkuat oleh Kepala Bidang Perizinan Non 
Usaha yaitu A. Askari S.PI, Msi yang mengatakan bahwa : 
‘’Setiap masyarakat yang ingin melakukan usaha 
perdagangan harus mempunyai izin. Apabila terdapat 
masyarakat yang tidak mempunyai surat izin maka 
masyarakat tersebut telah melanggar hukum yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah.” (Wawancara tanggal 17 
Februari 2015 pukul 10.00 WITA) 
 
 Adapun dasar hukumnya berdasarkan SOP yang sudah 
ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Pinrang yaitu : 
1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 
36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha 
Perdagangan ; 
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 
46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha 
Perdagangan ; dan 
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor Peraturan 
Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2002 tentang 
Retribusi Pembinaan, Pengaturan, Pengendalian dan 
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Pengawasan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda 
Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang/Ruangan 
(TDG/TDR) Kabupaten Pinrang . 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kabupaten Pinrang sebagai penyelenggara pelayanan 
perizinan terpadu satu pintu di Kabupaten Pinrang tentu di 
harapkan dapat menjalankan kewajibannya menyelenggarakan 
pelayanan perizinan dengan sistem yang baik dan tepat seperti 
yang diharapkan bersama, baik oleh masyarakat maupun 
pemerintah. Melalui regulasi yang jelas dan tepat, persyaratan 
yang jelas, mekanisme yang sederhana, waktu yang lebih 
singkat dan pembiayaan yang wajar dan terbuka maka proses 
penyelenggaran pelayanan perizinan di Kabupaten Pinrang 
menjadi lebih sederhana dan lebih mudah dipahami oleh 
masyarakat disamping itu akan menjadi salah satu indikator 
dalam keberhasilan Pemerintah Daerah menjalankan fungsinya 
sebagai abdi Negara maupun sebagai abdi masyarakat.  
4.3.2.6 Tanggung Jawab 
Tanggung jawab yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
pemimpin penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang 
ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggara pelayanan dan 
penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan 
publik. 
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Setiap proses perizinanan yang dilakukan di Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 
Pinrang harus dilayani sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
yang telah ditetapkan oleh kantor tersebut. Apabila terdapat 
permasalahan yang dialamai oleh pemohon yang ingin 
melakukan izin baik itu masalah tatacara ataupun masalah izin 
yang diterbitkan oleh kantor BP2TPM, maka pejabat akan 
bertanggung jawab atas masalah tersebut. 
Hal tersebut diatas sesuai dengan yang diungkapkan oleh 
Kepala Bidang Perizinan Non Usaha yaitu A. Askari S.PI, Msi : 
“Petugas di kantor kami (BP2TPM) akan bertanggung 
jawab apabila ada masalah dalam pemerosesan izin 
ataupun mengenai penerbitan izin yang dilakukan oleh 
kantor BP2TPM. Jika ada masalah yang dilakukan oleh 
petugas dikantor kami, maka pemohon diharapkan untuk 
melapor secepatnya di unit pengaduan yang terdapat di 
kantor BP2tPM.” (Wawancara tanggal 17 Februari 2015 
pukul 10.00 WITA) 
 
Di Kantor BP2TPM telah menyediakan unit pelayanan 
pengaduan, Unit Pelayanan Pengaduan memiliki tugas pokok 
untuk menerima  dan melakukan tindakan penyelesaian atas 
pengaduan  masyarakat melalui media pengaduan yang 
disediakan. Fungsi unit pengaduan sebagai berikut : 
1. Menerima Pengaduan masyarakat melalui media pengaduan 
yang disediakan (Pengaduan Langsung ke Unit Pelayanan 
Pengaduan berupa Lisan dan Tulisan, SMS, Telepon dan 
Kotak pengaduan) ; 
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2. Mencatat pengaduan dalam Buku Agenda Pengaduan; 
3. Memberikan Nomor pengaduan ; 
4. Menentukan Analisa penyebab pengaduan ; 
5. Menetapkan Tindakan penyelesaian ; 
6. Memberi Informasi kepada pemohon/pengguna 
jasa/masyarakat atas rencana tindakan penyelesaian ; 
7. Melakukan Tindakan Aksi Penyelesaian Pengaduan ; 
8. Melakukan Tahap Verifikasi kepada pemohon/pengguna 
jasa/masyarakat atas tindakan aksi penyelesaian ; 
9. Menerima pernyataan Puas dan tidak puas dari 
pemohon/pengguna jasa/masyarakat , dan ; 
10. Melaporkan Pengaduan yang masuk kepada Kepala 
KantorPelayanan Perizinan Terpadu secara berkala sebulan 
1 (satu) kali. 
Adapun mekanisme pengaduaan adalah sebagai berikut : 
1. Petugas Loket Pengaduan Pada Unit Pelayanan Pengaduan 
a. Setiap hari kerja ditunjuk 1 (satu) orang petugas Loket 
Pengaduan yang selanjutnya diatur oleh Koodinator 
b. Petugas Loket Pengaduan bertugas : 
1) Menerima pengaduan yang masuk melalui media 
pengaduan yang disediakan (pengaduan langsung ke 
Loket Pengaduan baik Lisan maupun Tulisan, SMS, 
telepon dan Kotak Pengaduan) 
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2) Mencatat pengaduan dalam Buku Agenda Pengaduan ; 
3) Memberikan Nomor Pengaduan kepada 
Pemohon/pengguna jasa/masyarakat; 
4) Melaporkan pengaduan yang masuk kepada 
Koordinator; 
5) Memberikan informasi kepada pemohon/pengguna 
jasa/masyarakat atas rencana tindakan penyelesaian 
yang diambil ; 
6) Menerima pernyataan Puas dan tidak puas dari 
pemohon/pengguna jas/masyarakat . 
c. Mengisi buku petugas Loket Pengaduan ; 
Bagan alir (flow chart)Mekanisme pengaduan tersebut 
dapat di lihat pada Gambar di bawah ini 
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Gambar 4.3 
Mekanisme Pengaduan pada Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM)  
Kabupaten Pinrang 
 
 
2. Koordinator Unit Pelayanan Pengaduan 
a. Menerima Laporan pengaduan dari petugas Loket 
Pengaduan ; 
b. Melakukan koordinasi dengan Tim Teknis dan Seksi 
Administrasi Pelayanan dan perencanaan perizinan untuk 
menentukan analisa penyebab pengaduan; 
c. Melakukan Rapat Koordinasi Unit Pelayanan Pengaduan; 
d. Melakukan pemeriksaan dokumen dan atau pokok 
pengaduan ; 
e. Menetapkan tindakan penyelesaian ; 
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f. Melakukan tindakan aksi penyelesaian pengaduan ; 
g. Melakukan Tahap verifikasi kepada pemohon/pengguna 
jasa/masyarakat atas tindakan aksi penyelesaian ; 
h. Melaporkan pengaduan yang masuk kepada Kepala 
BP2TPM ; 
i. Melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan 
pengawasan pelaksanaan Unit Pelayanan Pengaduan ; 
3. Waktu Pelayanan Pengaduan 
Pengaduan yang masuk akan diselesaikan paling lambat 5 
(Lima) Hari kerja sejak pengaduan masuk dan tercatat pada 
Buku Agenda Pengaduan. 
Hal yang diungkapkan oleh A. Askari S.PI, Msi sesuai 
dengan yang diungkapkan oleh salah seorang pemohon yaitu 
Ibu Fatmawati yang pernah melakukan izin usaha di Kantor 
BP2TPM bahwa : 
“Saya pernah melakukan perizinan di kantor ini, dan 
menurut saya petugas di kantor   BP2TPM sangat 
bertanggung jawab, saya mengatakan demikian karena 
ketika saya membuat izin untuk usaha, saya melihat jangku 
waktu yang ditetapkan di kantor tersebut adalah 2 hari. 
Namun ketika saya kembali untuk mengambil izin saya, 
ternyata izin tersebut belum selesai. Dan saya langsung 
melaporkannya di unit pelayanan pengaduan. Keesokan 
harinyai izin saya telah selesai di proses.” (Wawancara 
tanggal 4 Maret 2015 pukul 10.00 WITA) 
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4.3.2.7 Kelengkapan Sarana dan Prasarana 
Kelengkapan sarana dan prasarana di Kantor BP2TPM 
Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut:   
A. Sarana Fisik Pelayanan; 
Sarana fisik ruang pelayanan perizinan yang berada di 
Jalan Jend. Sukawati No. 40 Kabupaten Pinrang, terdiri dari : 
a. Ruang Tunggu 
b. Sarana Informasi  
c. Ruang Rapat 
d. Ruang Satuan Pengamanan 
e. Loket Kasir 
f. Loket Informasi 
g. Loket Pengaduan 
h. Loket Pendaftaran 
i. Data Entry/Ruang Proses Izin (back office) 
j. Ruang Kepala Badan dan Kepala Bidang 
Dalam wawancara yang dilakukan oleh salah satu 
pemohon yang ingin melakukan izin yang mengatakan bahwa: 
‘’Fasilitas yang ada di kantor BP2TPM sangat baik tetapi 
khusus untuk fasilitas pendingin yaitu AC menurut saya 
masih kurang, kalau fasilitas yang lain menurut saya 
sudah sangat bagus’’ (wawancara pada tanggal 17 
februari 2015 pada pukul 13:00) 
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B. Prasarana Pelayanan 
Prasarana pendukung pelayanan perizinan pada saat ini 
yaitu : 
a. 21 unit persoanal komputer pada setiap loket; 
b. 4 unit Komputer Notebook 
c. 2 unit  Komputer Server 
d. 10 unit printer 
e. 1 LCD Proyektor 
f. 2 unit TV LCD 32 Inc 
g. 1 unit kendaraan roda empat 
h. 1 Unit Kendaran roda Empat Pelayanan Mobile 
i. 1 buah external harddisk 500 GB 
j. 8 Unit Air Conditioning (AC) 
k. WebSite Pelayanan Perizinan dengan alamat situs 
http:/www.bp2tpm.pinrangkab.go.id  
l. 1 unit fasilitas LAN di lingkungan BP2TPM Kabupaten 
Pinrang  
m. 1 Unit Wireless  Toa 
Wawancara juga dilakukan oleh salah satu pemohon yang 
ingin melakukan izin yaitu Ridwan mengatakan bahwa : 
‘’Fasilitas di kantor BP2TPM untuk masalah prasarana 
perlu lagi ada peningkatan karena saya melihat petugas 
yang bekerja ada yang memakai laptop pribadinya itu 
membuktikan bahwa fasilitas di kantor tersebut masih 
kurang’’. (wawancara pada  tanggal 17 februari 2015 pada 
pukul 13:00) 
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C. Sarana Barang Cetakan 
Sebagai sarana informasi tentang pelayanan perizinan 
kepada masyarakat dan kalangan dunia usaha, pada meja 
informasi telah dilengkapi dengan Brosur/Leaflet mencakup 
jenis-jenis perizinan dan Buku Panduan Pelayanan perizinan 
sebagai pedoman bagi aparatur pelayanan perizinan dalam 
memberikan informasi tetang proses perizinan. 
4.3.2.8 Kemudahan Akses 
Kemudahan akses yang dimaksud adalah tempat dan 
lokasi serta sarana pelayanan yang memadai mudah dijangkau 
oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan telekomunikasi dan 
informatika.  
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
modal Kabupaten Pinrang terletak strategis dan mudah 
dijangkau oleh masyarakat karena lokasi yang ditempati kantor 
BP2TPM terletak di pusat perkantoran Kabupaten Pinrang, 
selain itu lokasi yang di tempati  juga mudah di akses oleh 
jaringan  internet karena berada di pusat kota. 
Hal tersebut sesuai yang diungkapkan oleh salah seorang 
yaitu Ridwan yang melakukan perizinan usaha bahwa: 
“Kantor BP2TPM mudah dijangkau atau di cari karena 
selain bertempat diwilayah pusat perkantoran Kabupaten 
Pinrang, juga berada diperkotaan”. (Wawancara pada  
tanggal 17 februari 2015 pada pukul 13:00)   
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Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kabupaten Pinrang menggunakan Sistem Pelayanan 
Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) 
dalam melakukan pelayanan perizinan usaha serta 
Melaksanakan Laporan Kegiatan Penanaman Modal secara 
online.  
a. Seluruh permohonan masuk dalam SPIPISE (100%), 
bertujuan Untuk mengetahui nilai rencana dan realisasi 
investasi di Kabupaten Pinrang  
b. Memiliki hak akses LKPM Online. 
Selain itu badan pelayanan perizinan terpadu dan 
penanaman juga memaksimalkan penggunaan teknologi 
Informasi dan Komunikasi. 
a. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan 
(SIMPP), yaitu sistem integrasi proses layanan mulai 
frontoffice sampai dengan pengambilan izin serta pelaporan 
dan informasi. 
b. Aplikasi SPIPISE yaitu sistem integrasi pelayanan penanaman 
modal 
4.3.2.9 Kedisiplinan, Keramahan dan Kesopanan 
a. Kedisiplinan 
Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan telah 
ditetapkan aturan yang menjadi kewajiban bagi setiap 
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pelaksananya. Aturan ini bertujuan agar seluruh aparat 
pelaksana pelayanan perizinan dapat lebih disiplin dan 
bertanggungjawab melaksanakan tugasnya dalam 
memberikan pelayanan.  
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kabupaten Pinrang sendiri telah menetapkan aturan 
untuk mengarahkan setiap aparatnya bekerja secara 
profesional dan bertanggung jawab. Dalam wawancara 
dengan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kabupaten Pinrang Hj. A. Nurhayati 
Tamma, M.S tentang kedisiplinan bawahannya 
mengungkapkan bahwa:  
“Untuk petugas sendiri kami telah memberikan pelatihan 
khusus, disamping untuk meningkatkan pengetahuan dan 
kemampuan pegawai dalam hal pelayanan perizinan, juga 
untuk mendorong setiap pegawai di BP2TPM lebih disiplin 
dan bertanggungjawab terhadap peraturan yang telah 
ditetapkan”. (Wawancara tanggal 16 Februari 2015 pukul 
10.00 WITA)  
 
Dalam penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu 
pintu telah ditetapkan standar untuk sumber daya manusia 
penyelenggara pelayanan. Atas dasar inilah setiap 
penyelenggara wajib memberikan pendidikan dan pelatihan 
khusus agar kualitas aparat yang dimiliki setiap 
penyelenggara dapat sesuai dengan standar yang telah 
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ditetapkan. Bapak Pasannangi, SE. Ak selaku Kepala Bidang 
Pelayanan Perizianan Usaha juga menyatakan:  
“Selain memberikan pendidikan dan pelatihan khusus 
untuk pegawai di BP2TPM, kami juga berupaya untuk 
membangun tata nilai baru sebagaimana tata nilai 
profesional swasta”. (Wawancara tanggal 25 Februari 
2015 pukul 10.30 WITA)  
 
Selama ini jika dibandingkan pelayanan yang tunjukkan 
oleh aparat pelaksana pelayanan antara swasta dan 
pemerintah, tentu banyak yang menganggap pelayanan 
swasta lebih baik. Hal ini karena tuntutan untuk pegawai 
swasta agar bekerja secara profesional lebih besar dibanding 
pegawai pemerintah. Oleh karena itu Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang 
berupaya untuk membangun tata nilai baru seperti tata nilai 
yang dimiliki oleh swasta, agar aparat yang dimilikinya dapat 
bekerja secara profesional, disiplin dan bertanggungjawab 
penuh atas kewajibannya.  
Secara kualitas pegawai di Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal dianggap telah cukup mampu 
untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu satu 
pintu, dan terus diupayakan agar semakin baik sesuai dengan 
standar yang ditetapkan. Namun kendala berkaitan dengan 
kuantitas aparat pelaksana pelayanan perizinan di Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
97 
 
 
 
Kabupaten Pinrang di ungkapkan oleh Bapak A. Askari, S.Pi. 
M.Si.  
“Untuk kuantitas pegawai pelayanan di BP2TPM 
sebenarnya kami masih kurang, karena masih ada 
beberapa petugas yang biasanya bekerja dalam dua 
bagian, seperti petugas di bagian informasi juga bertugas 
di loket pendaftaran. Hal ini tentu tidak sesuai dengan 
peraturannya, tetapi karena keterbatasan sumber daya 
manusia terpaksa hal itu dimaklumi, agar pelayanan 
perizinan dapat terus berjalan”. (Wawancara tanggal 17 
Februari 2015 pukul 10.00 WITA) 
 
Masalah seperti diatas tentu cukup sulit untuk diatasi, 
mengingat perekrutan pegawai negeri sipil berada dalam 
wewenang Badan Kepegawaian, bukan dilaksanakan oleh 
penyelenggara pelayanan perizinan. Namun dengan 
keterbatasan kuantitas aparat tersebut, Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang 
tetap berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan 
jasa pelayanan perizinan.  
Masyarakat yang mengurus perizinan di Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang 
juga merasa telah cukup puas dengan pelayanan yang 
ditunjukkan oleh aparat pelaksana. Berikut beberapa kutipan 
wawancara dengan masyarakat tentang tanggungjawab 
petugas pelayanan:  
“Saya rasa petugas pelayanan di BP2TPM sudah bekerja 
dengan baik, karena saat datang untuk mengurus izin 
bengkel reparasi, saya langsung dipersilahkan duduk 
dibagian informasi dan diberikan beberapa informasi 
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terkait dengan izin yang saya butuhkan. Saya tidak 
melihat ada loket yang dibiarkan kosong tanpa 
petugas.(Wawancara tanggal 27 Februari 2015 pukul 
10.20 WITA)  
 
“Tidak ada pemohon yang dibiarkan menunggu jika 
gilirannya tiba, setiap petugas bekerja untuk melayani 
masyarakat yang datang. Saya bahkan dibantu mengisi 
formulir pendaftaran”. (Wawancara tanggal 27 Februari 
2015 pukul 16.30 WITA)  
 
Bukan hanya melayani masyarakat tetapi aparat 
pelaksana di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kabupaten Pinrang juga turut membantu 
pemohon yang mengurus perizinan hal ini tentu akan lebih 
memberi kemudahan bagi masyarakat yang sedang mengurus 
izin yang dibutuhkannya.  
Kedisiplinan dan tanggung jawab yang ditunjukkan oleh 
aparat pelaksana pelayanan perizinan di Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dalam menjalankan 
tugasnya juga merupakan upaya untuk turut memperbaiki 
kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pinrang sehingga 
dapat mengubah paradigma masyarakat yang sebelumnya 
menganggap pelayanan perizinan rumit dan tanpa kejelasan. 
b. Keramahan dan Kesopanan 
Sebagai pelaksana pelayanan perizinan sudah tentu akan 
terus berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh 
karena itu sangat penting bagi setiap aparat pelayanan publik 
untuk mampu memberikan sikap yang ramah dan sopan 
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terhadap masyarakat yang membutuhkan, tanpa terkecuali 
aparat pelayanan perizinan di Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang.  
Selain memang telah menjadi prinsip dalam pelaksanaan 
pelayanan publik, keramahan dan kesopanan yang 
ditunjukkan oleh aparat pelayanan perizinan tentu akan 
memberikan kepuasan tersendiri kepada masyarakat. 
Sebagaimana diungkapkan oleh beberapa masyarakat yang 
telah mengurus perizinan di Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang, Bapak 
Burhanuddin mengatakan:  
“Pegawai di BP2TPM betul-betul sopan dan ramah saat 
masuk ke ruang tunggunya kita kemudian disapa dengan 
halus dan senyuman.”(Wawancara tanggal 2 Maret 2015 
pukul 11.00 WITA)  
 
Bapak Abdul Azis yang datang untuk mengurus izin 
usahanya juga menambahkan:  
“Pegawainya selalu senyum dan ramah mulai dari 
memberi informasi, mendaftar, sampai dengan saya 
mengambil surat izin. Saya sendiri akhirnya jadi merasa 
akrab dengan pegawainya.” (Wawancara tanggal 2 Maret 
2015 pukul 13.40 WITA)  
 
Sikap sopan dan ramah yang berikan oleh aparat 
pelaksana pelayanan perizinan tentu menjadi nilai positif bagi 
peningkatan kualitas layanan yang diberikan oleh Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kabupaten Pinrang. Masyarakat akan lebih partisipatif dan 
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memberikan respon yang baik apabila didukung oleh sikap, 
penampilan, dan tutur kata aparat yang melayani. Seperti 
yang diungkapkan oleh Bapak A. Pasannangi, SE. Ak yang 
menyatakan bahwa:  
“Untuk pegawai pelayanan perizinan di kantor kami, selain 
menggunakan pakaian dinas pada umumnya juga 
diwajibkan untuk menggunakan seragam khusus. Hal ini 
agar penampilan petugas pelayanan lebih menarik, dan 
untuk penciptaan SDM yang lebih berkualitas di 
BP2TPM”. (Wawancara tanggal 25 Februari 2015 pukul 
10.30 WITA)  
 
Selain pengetahuan dan kemampuan aparat pelayanan, 
penampilan aparat pelaksana pelayanan juga merupakan 
bagian untuk menciptakan sumber daya manusia yang lebih 
berkualitas dalam hal pelayanan perizinan di Badan 
Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 
Pinrang.  
Profesionalisme sumber daya manusia yang mengelola 
pelayanan perizinan merupakan salah satu kunci sukses 
penyelenggaraan pelayanan terpadu dan satu pintu. Tindakan 
profesional aparat dapat dilihat dari perilakunya, dalam disiplin 
dan bertanggung jawab atas kewajibannya, serta sikap dan 
penampilannya yang mencerminkan keramahan dan 
kesopanan sebagai aparat pelaksana pelayanan terhadap 
masyarakat. 
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Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kabupaten Pinrang terus berupaya menciptakan 
sumber daya manusia yang profesional sebagai aparat 
pelaksana pelayanan perizinan. Melalui pendidikan dan 
latihan khusus untuk meningkatkan pengetahuan dan 
kemampuan aparat yang dimilikinya. Selain itu melalui 
pembagian kerja dan peraturan yang baik tentu akan 
mendukung terciptanya aparat pelaksana pelayanan perizinan 
yang disiplin dan bertanggung jawab. 
4.3.2.10 Kenyamanan 
Kenyamanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
kenyamanan lingkungan pelayan harus  tertib, teratur, 
disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, 
lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan 
fasilitas yang mendukung pelayanan, seperti parkir, toilet dan 
laini-lain.  
Kenyamaan sebagai suatu keadaan telah terpenuhinya 
kebutuhan dasar manusia yang bersifat individual dan holistik. 
Dengan terpenuhinya kenyamanan dapat menyebabkan 
perasaan sejahtera pada diri individu tersebut. 
Dalam wawancara yang dilakukan oleh salah satu pemohon 
yang melakukan izin yaitu Malik mengatakan bahwa: 
“Menurut saya di kantor BP2TPM sangat bersih,ini 
mengakibatkan kenyamanan bagi kami pemohon yang ingin 
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melakukan izin. Hal ini juga diperkuat dengan fasilitas 
ruang tunggu  dan keramahan seluruh pegawainya .” 
(Wawancara tanggal 6 Maret 2015 pukul 13.00 WITA) 
 
Kenyamanan sudah seharusnya sangat diperhatikan bagi 
birokrasi atau pelayanan publik karena jika setiap orang yang 
dilayani merasakan nyaman maka akan mengakibatkan 
kepuasan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan apa yang 
dikatakan dengan salah satu informan yang mengatakan 
bahwa : 
‘’Untuk masalah kenyamanan dikantor BP2TPM belum 
maksimal karena parkiran kendaraan yang ada dikantor 
tersebut belum bagus dan itu membuktikan sewaktu saya 
melakukan proses perizinan parkiran motornya penuh. Ini 
perlu diperhatikan supaya orang yang ingin melakukan 
proses perizinan sangat nayaman.” (Wawancara tanggal 
17 februari 2015 pukul 15.00 WITA) 
 
4.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pelayanan 
Perizinan Terpadu di Kabupaten Pinrang 
Dalam penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu di 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kabupaten Pinrang, terdapat banyak faktor yang mendukung maupun 
menghambat pelaksanaan pelayanan perizinan.Berdasarkan hasil 
penelitian dan observasi yang telah dilakukan, faktor-faktor tersebut 
dapat bersumber dari dalam ataupun dari luar penyelenggara 
pelayanan perizinan. 
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4.4.1 Faktor-Faktor yang Mendukung Pelaksanaan Pelayanan 
Perizinan Terpadu di Kabupaten Pinrang 
4.4.1.1 Kebijakan Pemerintah/Aturan tentang Pelaksanaan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
Kesuksesan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan 
pelayanan perizinan bagi masyarakat dapat terjadi karena 
adanya kebijakan yang jelas dan sistematis. Mulai dari peraturan 
ditingkatan pusat yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, pada pasal 2 ayat 1 
menyatakan “Dalam rangka meningkatkan pelayanan 
masyarakat di bidang perizinan dibentuk unit pelayanan 
perizinan terpadu dengan sebutan Badan atau Kantor.”  
Peraturan diatas yang mewajibkan setiap daerah untuk 
membentuk unit pelayanan terpadu di daerah. Kabupaten 
Pinrang sendiri membentuk Badan Pelayanan Terpadu dan 
Penanaman Modal sebagai penyelenggara pelayanan perizinan 
di Kabupaten Pinrang, melalui Peraturan Daerah Kabupaten 
Pinrang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kabupaten Pinrang. 
Selain kedua regulasi di atas, masih banyak kebijakan-
kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan pelayanan 
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publik dibidang perizinan. Pada dasarnya keseluruhan regulasi 
hukum tersebut tentu merupakan kebijakan yang dapat 
memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan yang baik dan 
profesional. 
4.4.1.2 Kualitas Sumber Daya Manusia 
Salah satu tantangan dari pelaksanaan pelayanan 
perizinan adalah kesiapan sumber daya manusia pengelola yang 
profesional.Sumber daya manusia dalam hal ini adalah aparat 
pelaksana pelayanan perizinan. Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kabupaten Pinrang 
sebagai penyelenggara pelayanan perizinan di Kabupaten 
Pinrang merespon tantangan tersebut dengan terus berupaya 
menciptakan aparat yang berkualitas dan profesional dalam 
memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat Kabupaten 
Pinrang. Upaya yang dilakukan yaitu dengan cara mengikuti 
pelatihan-pelatihan dan pendidikan khusus bagi aparatnya baik 
di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Hal tersebut sesuai 
dengan yang diungkapkan oleh Kepala Bagian Tata Usaha yaitu 
Ibu Nurdiana, BA mengatakan bahwa: 
“Dari tahun 2010-2015 kami telah mengirim pegawai di BP2TPM 
untuk mengikuti pelatihan ditingkatan lokal maupun nasional, 
karena ada standar yang harus terpenuhi untuk penilaian sumber 
daya manusia pelaksana PTSP. Serta cara pelayanannya dilatih 
langsung oleh pihak Bank Mandiri Pusat.” (Wawancara tanggal 
24 Februari 2015 pukul 10.30 WITA) 
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Upaya dan usaha yang dilakukan oleh Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang 
tentu tidak akan tanpa hasil, pengetahuan dan kemampuan 
aparat pelaksana pelayanan perizinan di BP2TPM telah mampu 
memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan 
pelayanan perizinan, seperti lebih memudahkan masyarakat, dan 
juga para pegawai juga lebih bertanggung jawab atas 
kewajibannya. 
4.4.1.3 Partisipasi Masyarakat 
Salah satu unsur penting dari penyelenggaraan pelayanan 
publik adalah masyarakat, tetapi tidak terkecuali pelayanan 
perizinan. Sistem yang baik, regulasi yang jelas dan tepat, 
ataupun aparat yang berkualitas tentu tidak akan berarti tanpa 
respon dan partisipasi dari masyarakat.  
Kualitas dari pelayanan publik atau perizinan tentu dapat di 
nilai dengan cara melihat sejauh mana kepuasan yang 
ditunjukkan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan 
oleh pemerintah. 
Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di bidang 
perizinan yang diselenggarakan oleh Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang yang telah 
berlangsung selama kurang lebih 5 tahun terus mengalami 
perkembangan. Hal ini tidak terlepas dari masyarakat Kabupaten 
106 
 
 
 
Pinrang yang juga berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan 
perizinan, dilihat dari cukup banyaknya jumlah perizinan yang 
telah diterbitkan oleh BP2TPM. 
Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 
perizinan, baik dengan terus mengadakan perizinan atas usaha 
ataupun bangunannya, maupun melalui penilaian positif 
terhadap layanan perizinan yang diselenggarakan, dan hal 
tersebut tentu akan menjadi motivasi bagi Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang 
untuk memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas bagi 
masyarakat. 
4.4.2 Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Pelayanan 
Perizinan Terpadu di Kabupaten Pinrang 
4.4.2.1 Perbedaan Persepsi Antara Penyelenggara 
Pelayanan Perizinan Terpadu dengan SKPD Terkait 
Pada dasarnya pelayanan perizinan yang diselenggarakan 
oleh Unit Pelayanan Terpadu satu pintu adalah bentuk 
pelayanan administratif. Pelayanan administratif merupakan 
pelayanan oleh Penyelenggara yang menghasilkan berbagai 
bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat. 
Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu satu pintu hanya 
berhak melakukan tindakan administratif yaitu pelayanan 
pemberian dokumen berupa perizinan dan non perizinan. 
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Sedangkan untuk pembinaan dan pengawasan tetap menjadi 
wewenang instansi atau dinas yang berkaitan dengan izin yang 
dibutuhkan masyarakat. Penentuan disetujui atau ditolaknya 
permohonan izin juga merupakan wewenang dinas terkait 
melalui penugasan tim teknis dalam Unit Pelaksanan Pelayanan 
perizinan terpadu satu pintu. 
Sebagai penyelenggara pelayanan perizinan di Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) 
di Kabupaten Pinrang mengintegrasikan seluruh proses 
pelayanan publik di bidang perizinan ke dalam suatu sistem 
penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yaitu 
penyelenggaraan perizinan dan Penanaman Modal yang proses 
pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap 
terbitnya dokumen perizinan dilakukan dalam satu tempat. Atas 
dasar ini masyarakat yang membutuhkan dokumen perizinan 
hanya mengurus perizinannya di BP2TPM, tidak perlu lagi 
mendatangi dinas-dinas yang berkaitan izin yang dibutuhkannya. 
Hal ini memunculkan persepsi berbeda dalam dinas-dinas terkait 
perizinan di lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Pinrang, 
seperti anggapan bahwa keberadaan BP2TPM telah melangkahi 
wewenang instansi atau dinas yang sebelumnya 
menyelenggarakan perizinan. 
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Masalah ini berimbas kepada kinerja tim teknis dari setiap 
instansi terkait yang ditugaskan di Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang cukup sulit 
ditemui keberadaannya. Padahal ruang kerja untuk tim teknis 
telah disediakan, selain itu berdasarkan struktur organisasi 
BP2TPM tim teknis berada dibawah koordinasi Kepala Bidang 
pelayanan perizinan usaha dan non usaha. 
4.4.2.2 Kuantitas Aparat Pelayanan Perizinan 
Kualitas aparat pelaksana pelayanan dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik harus diimbangi dengan 
jumlah personil yang dimiliki, hal ini harus disesuaikan agar 
pembagian tugas dapat berjalan dengan baik dan 
lancar.Pembagian kerja dan tugas merupakan hal mutlak yang 
harus dilakukan oleh setiap organisasi.Oleh karena itu, 
pembagian kerja tentu harus didukung dengan kuantitas aparat 
yang mencukupi. 
Dalam proses penyelenggaraan di Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kabupaten 
Pinrang, dibagi menjadi beberapa bagian tugas yaitu bagian 
informasi, bagian pendaftaran, bagian pemrosesan izin, bagian 
tata usaha, bagian cetak dokumen izin, bagian data dan 
informasi, serta bagian pengambilan izin. Setiap bagian tentu 
memiliki tugas masing-masing, dan tugas-tugas inilah yang 
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dilaksanakan oleh setiap aparat badan sesuai dengan 
pembagian kerja yang telah ditetapkan. 
Kenyataan yang dihadapi bahwa jumlah tugas dan jumlah 
aparat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kabupaten Pinrang kurang berimbang, sehingga banyak 
petugas bekerja dalam dua bagian tugas. Hal ini tentu akan 
menghambat kelancaran pelayanan perizinan di BP2TPM jika 
masih terus terjadi. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala 
Bidang Pelayanan Perizinan Usaha Bapak Pasannangi, SE, Ak 
bahwa: 
“Kekurangannya sekarang ini, jumlah tugas dan aparat BP2TPM 
tidak seimbang, jadi banyak petugas yang bekerja dalam 2 
bagian. Seperti ini yang akan menghambat kelancaran dari 
pelayanan perizinan di kantor kami, jika hal ini masih terus 
terjadi.” (Wawancara tanggal 25 Februari 2015 pukul 10.30 
WITA) 
 
4.4.2.3 Sarana dan Prasarana 
Walaupun telah diakui bahwa pelayanan perizinan yang 
diselenggarakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal (BP2TPM) Kabupaten Pinrang mendapat 
respon positif dan cukup memuaskan masyarakat, namun di sisi 
lain masih ada kekurangan dalam hal sarana dan prasarana, 
baik itu sarana pelayanan maupun sarana kerja. 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis temukan bahwa 
ada beberapa sarana kerja seperti, pada bidang tata usaha dan 
bidang perizinan masih berada dalam satu ruangan tanpa sekat, 
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kebanyakan ruangan masih menggunakan laptop pribadi 
pegawai, padahal yang seharusnya setiap ruangan minimal 
memiliki satu unit komputer.Untuk sarana pelayanan sendiri, 
terdapat beberapa kendala seperti WC umum yang tidak layak 
dan fasilitas pendingin ruangan di ruang tunggu juga belum 
terlihat di BP2TPM Kabupaten Pinrang. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terkait 
analisis sisitem pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal 
(BP2TPM) di Kabupaten Pinrang, diperoleh kesimpulan bahwa : 
1. Sistem pelayanan perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
dan Penanaman Modal (BP2TPM) di Kabupaten Pinrang dapat 
dilihat dari mekanisme pelayanan perizinan dan implementasi 
standar pelayanan Mempan No. 63 Tahun 2003 di BP2TPM 
Kabupaten Pinrang yang meliputi : kesederhanaan, kejelasan, 
kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan 
sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, keramahan 
dan kesopanan, serta kenyamanan. Dengan melihat kedua hal 
tersebut di atas dan respon yang diberikan masyarakat Kabupaten 
Pinrang atas pelayanan yang diselenggarakan oleh BP2TPM 
menunjukkan bahwa pelayanan perizinan di Kabupaten Pinrang 
telah mengalami perbaikan kearah yang lebih positif melalui 
penerapan system pelayanan perizinan terpadu satu pintu. 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan 
perizinan terpadu di Kabupaten Pinrang. Dalam penyelenggaraan 
system pelayanan terpadu satu pintu di Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang, terdapat 
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banyak faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan 
pelayanan perizinan. 
a. Faktor yang mendukung pelaksanaan pelayanan perizinan di 
Kabupaten Pinrang. 
1) Kebijakan pemerintah/aturan tentang pelaksanaan pelayanan 
perizinan terpadu satu pintu, terlihat dengan cukup banyaknya 
aturan hukum yang mendukung pelayanan perizinan terpadu 
satu pintu baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal, yaitu 
Kabupaten Pinrang sendiri. Hal ini tentu akan memberikan 
pedoman yang jelas dan sistematis dalam pelaksanaan 
pelayanan perizinan.  
2) Sumber daya manusia berkualitas yang dimiliki oleh Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kabupaten Pinrang mampu menjalankan kewajibannya secara 
baik dan profesional. Hal ini tidak terlepas dari aturan dan 
pendidikan ataupun pelatihan khusus yang diberikan untuk 
aparat pelaksana pelayanan perizinan.  
3) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 
perizinan, baik dengan terus mengadakan perizinan atas 
usaha ataupun bangunannya, maupun melalui penilaian positif 
terhadap layanan perizinan yang diselenggarakan, dan hal 
tersebut tentu akan menjadi motivasi bagi Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang 
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untuk memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas bagi 
masyarakat. 
b. Faktor yang menghambat pelaksanaan pelayanan perizinan di 
Kabupaten Pinrang. 
1) Pada dasarnya pelayanan perizinan yang diselenggarakan 
oleh Unit Pelayanan Terpadu satu pintu adalah bentuk 
pelayanan administratif. Pelayanan administrative merupakan 
pelayanan oleh Penyelenggara yang menghasilkan berbagai 
bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat. 
Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu satu pintu hanya 
berhak melakukan tindakan administrative yaitu pelayanan 
pemberian dokumen berupa perizinan dan non perizinan. 
Sedangkan untuk pembinaan dan pengawasan tetap menjadi 
wewenang dinas-dinas terkait, persepsi ini masih belum 
dipahami secara keseluruhan oleh beberapa dinas-dinas yang 
berkaitan dengan pelaksanaan SIUP. Sehingga cenderung 
memunculkan ego-ego sektoral dalam lingkup pelayanan 
perizinan di Kabupaten Pinrang. 
2) Walaupun telah didukung dengan kualitas aparat yang cukup 
professional, namun jika melihat jumlah aparat pelaksana 
pelayanan perizinan di BP2TPM Kabupaten Pinrang yang 
masih belum mencukupi akibatnya berimbas terhadap 
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pembagian kerja yang tidak dapat dilaksanakan secara 
optimal.  
3) Sarana dan prasarana pelayanan di BP2TPM, dalam hal ini 
masih adanya beberapa kekurangan dalam kelengkapan 
sarana pelayanan maupun sarana kerja bagi pegawai di 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kabupaten Pinrang. Hal ini tentu menjadi kendala untuk 
memaksimalkan kinerja pelayanan perizinan di BP2TPM 
Kabupaten Pinrang. 
5.2 Saran 
1. Perlu adanya peningkatan koordinasi dan komunikasi antara Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dengan 
SKPD terkait perizinan yang diselenggarakan oleh BP2TPM 
Kabupaten Pinrang, agar tercipta kesepahaman bersama mengenai 
tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing. 
2. Perlunya adanya penambahan aparat pelaksana di Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 
Pinrang, agar pembagian kerja dapat berjalan dengan baik dan 
tentunya sesuai dengan system perekrutan yang telah di atur dalam 
Undang-undang yang berlaku.  
3. Sarana dan prasarana yang ada di Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang perlu untuk di 
lengkapi, agar lebih mendukung kinerja para aparat pelaksana 
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pelayanan dan meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat 
pengguna layanan.  
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